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MOTTO 
 
                                 
               
 “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 
melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah 
sebagai saksimu (terhadap janji itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 
kamu perbuat.” (Q.S An – Nahl: 91) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem Konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab yang 
dilambangkan dengan huruf sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan 
Tidak 
dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ 
Es (dengan 
titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa ḥ 
Ha (dengan 
titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
 viii 
 
د Dal D De 
ذ Zal Ż 
Zet (dengan 
titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ 
Es (dengan titil 
di bawah) 
ض ḍad ḍ 
De (dengan 
titik di bawah) 
ط ṭa ṭ 
Te (dengan 
titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ 
Zet (dengan 
titik di bawah) 
ع ‘ain ... ʹ ... 
Koma terbalik 
di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
 ix 
 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
... ' ... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
 x 
 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa ggabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي ....... أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ....... أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa tanda dan huruf sebagai berikut : 
 
 xi 
 
Harakat 
dan Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي ........ أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي ....... أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī i dan garis di atas 
و ....... أ 
Dammah 
dan wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Translitersi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup 
Ta Marbutah atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
 
 
 xii 
 
b. Ta Marbutah mati 
Ta Marbutah mati atau mendapat harakan sukun transliterasinya adalah 
/h/.  
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanta Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl 
2. ةحهط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambang 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi 
ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اىّتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
 
 xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyahditransliterasi 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai 
denngan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik 
diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis 
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal katatidak diambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 xiv 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت ta’khuduna 
3. ؤىنا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf 
di awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihlangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. لىسز ّلّإ دمحم امو Wa mā Muhammadun illā rasūl 
2. هيمناعنا ّبز لله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna 
 
 
 xv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentuyang penulisannya dengan huruf Arab yang 
sudah lazim dirangkaikan dengan jata lain karena ada huruf atau harakat 
yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh: 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. هيقشاّسنا سيخ ىهن الله نإو 
Wa innallāha  lahuwa khair ar-rāzīqin/ 
Wa innallāha  lahuwa khairur-rāziqīn 
 
2. ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Muhammad David Giant Nurkholis, NIM: 15.21.21.017. Skripsi: Sanksi Adat 
Tentang Pembatalan Peminangan Di Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri Perspektif ‘Urf (Tahun 2015 – 2018). 
Peminangan merupakan sebuah tahap yang umumnya dilalui sebelum menuju 
jenjang pernikahan. Peminangan belum menimbulkan hak dan kewajiban antara 
kedua belah pihak, karnanya peminangan masih bisa dibatalkan. Walaupun 
demikian, membatalkan peminangan bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan 
karena hal itu termasuk ingkar janji dan dapat memicu permusuhan. Sanksi adat 
pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri muncul sebagai sebuah upaya untuk mengurangi dan 
mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan penyebab putusnya 
peminangan. P enelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana 
mekanisme penerapan sanksi adat terhadap pembatalan peminangan di Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri (2) Bagaimana 
perspektif „Urf terhadap sanksi adat pembatalan peminangan di Desa Pulutan 
Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif field research. Dengan menggunakan sumber data primer 
berupa wawancara dan dilengkapi dengan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan sanksi adat terhadap 
pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi dua, Pertama, terhadap kasus yang biasa 
maka diselesaikan dengan cara musyawarah kedua keluarga dengan didampingi 
Kepala Desa. Kedua, terhadap kasus yang tidak biasa maka diselesaikan dengan 
cara menunjuk Hakim Desa. Sedangkan perspektif „urf terhadap sanksi adat 
terhadap pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri secara prinsipal, adanya sanksi adat tersebut merupakan Al-
‟urf aṣ-Ṣaḥīḥ karena bertujuan untuk mencegah hal-hal negatif yang dapat 
merusak peminangan. Akan tetapi, sanksi adat tersebut bisa menjadi Al-‟urf al-
fāsid jika dalam penyelesaiannya tidak sesuai syari’at Islam dan prinsip keadilan. 
Kata Kunci : Pembatalan, Peminangan, Sanksi Adat, „Urf 
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ABSTRACT 
 
Muhammad David Giant Nurkholis, NIM: 15.21.21.017. Paper: Customary 
Sanction about Cancellation of Proposal in Pulutan Wetan Village, 
Wuryantoro District, Wonogiri Regency Perspective ‘Urf (2015 – 2018). 
Proposition is a stage that is generally passed before going to the marriage stage. 
The proposal has not yet created rights and obligations between the two parties, 
because the proposal can still be canceled. However, canceling the proposal is 
not a good thing to do because it includes breaking promises and can trigger 
hostility. The customary sanction for canceling a proposal in Pulutan Wetan 
Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency, emerged as an effort to reduce 
and prevent the emergence of undesirable causes of breaking up the proposal. 
This research aims to find out (1) How the mechanism of applying customary 
sanctions to the cancellation of the proposal in Pulutan Wetan Village, 
Wuryantoro District, Wonogiri District (2) What is the perspective of „Urf on the 
customary sanction of canceling the proposal in Pulutan Wetan Village, 
Wuryantoro District, Wonogiri District. This study uses a qualitative field 
research approach. By using primary data sources in the form of interviews and 
complete with documentation. 
The results showed that the mechanism for applying adat sanctions to the 
cancellation of the proposal in Pulutan Wetan Village, Wuryantoro District, 
Wonogiri Regency was divided into two. First, the usual case was resolved by 
deliberation between the two families accompanied by the Village Head. Second, 
an unusual case is resolved by appointing a Village Judge. While the „urf 
perspective on customary sanctions against cancellation of proposal in Pulutan 
Wetan Village, Wuryantoro District, Wonogiri Regency, in principle, the existence 
of customary sanctions is Al-'Urf aṣ-Ṣaḥīḥ because it aims to prevent negative 
things that can damage the proposal. However, customary sanctions can become 
Al-„Urf Al-Fāsid if the settlement is not in accordance with Islamic shariah and 
the principle of justice. 
Keywords: Cancellation, Proposal, Customary Sanction, ‘Urf 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan merupakan salah satu hal yang penting bagi kelangsungan 
hidup manusia. Pada dasarnya, pernikahan bukan hanya urusan antara sesama 
manusia saja (perdata) akan tetapi juga hubungan seorang hamba terhadap 
Tuhannya. Disamping sebagai suatu usaha untuk melestarikan keturunan atau 
menyalurkan hasrat biologis, pernikahan pada hakikatnya adalah suatu bentuk 
ibadah kepada Allah SWT. Didalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan 
bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
1
 Sedangkan menurut KHI, 
perkawinan  merupakan akad mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah 
Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
2
 
Untuk sampai kepada fase pernikahan, akan dilalui beberapa tahap. 
Dimulai dari tahap pengenalan (ta‟āruf), peminangan (khiṭbah), hingga 
sampai pada hari pernikahan. Sebelum akad pernikahan dilakukan, kedua 
keluarga calon mempelai melakukan peminangan (khiṭbah) terlebih dahulu. 
Peminangan adalah persetujuan kedua belah pihak dimana mereka satu sama
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 lain bertimbal balik berjanji mengadakan perkawinan. Pada hari itu juga akan 
ditetapkan tanggal bakal perkawinan, besar kecilnya pembayaran biaya 
perkawinan, dan ditetapkan pula perjanjian mengenai sanksi atau denda 
pelanggaran jika peminangan dibatalkan.
3
 Biasanya calon mempelai pria 
memberikan sebuah cincin emas untuk calon mempelai perempuan sebagai 
alat pengikat. Tujuan daripada peminangan (khiṭbah) itu sendiri adalah untuk 
mengikat pihak perempuan supaya tidak dilamar orang lain. Perempuan yang 
sudah dipinang, tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain.
4
 
Meskipun sudah melakukan peminangan, itu tidak serta merta 
melegalkan hubungan kedua calon mempelai. Dalam KHI pasal 13 ayat (1) 
disebutkan bahwa “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para 
pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.” 
Menurut Soerojo Wignjodipoero, peminangan dapat dibatalkan  
apabila:  
1. Pembatalan ini memang menjadi kehendak kedua belah pihak yang baru 
timbul setelah peminangan berjalan beberapa waktu lamanya. 
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2. Jika salah satu pihak tidak memenuhi janjinya, yang menerima tanda 
tunangan tidak memenuhi janjinya, maka tanda itu harus dikembalikan 
sejumlah atau berlipat dari yang diterimanya.
5
 
Walaupun peminangan (khiṭbah) belum menimbulkan akibat hukum 
apa-apa dan kedua belah pihak boleh membatalkannya, akan tetapi hal 
tersebut secara moral tidak dibenarkan karena akan menimbulkan 
permusuhan. Membatalkan peminangan (khiṭbah) berarti sama saja ingkar 
janji (wanprestasi). Di dalam Islam ingkar janji bukan hal sepele terlebih lagi 
menyangkut hal yang sakral yaitu perkawinan.
6
 
Akan tetapi, realitasnya dimasyarakat masih banyak yang 
membatalkan peminangan. Akibat dari batalnya peminangan (khiṭbah) ada 
segelintir masyarakat yang masih menjunjung hukum adat yakni 
mengharuskan membayar denda kepada pihak yang membatalkan 
peminangan. Seperti yang terjadi di Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri disitu berlaku hukum adat, bagi siapa yang 
membatalkan peminangan (khiṭbah) atau pertunangan baik itu dari pihak laki-
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laki ataupun pihak perempuan, akan dikenakan sanksi berupa sejumlah denda 
yang harus dibayar.
7
 
Di Desa Pulutan Wetan ini, ada dua dusun yang pernah terjadi 
pembatalan peminangan dan memberlakukan denda, yakni Dusun Purno 
Kidul dan Dusun Klampok sebanyak 3 kali pembatalan peminangan. Peristiwa 
tersebut terjadi di Dusun Purno Kidul pada 2015 sedangkan di Dusun 
Klampok terjadi pada tahun 2017 dan yang terbaru terjadi pada tahun 2018. 
Menurut penjelasan dari Kepala Desa Pulutan Wetan, jika terjadi pembatalan 
peminangan oleh salah satu pihak, maka akan dikenakan denda. Hal ini dinilai 
sebagai suatu tindakan yang merusak dan mencemarkan nama baik keluarga 
maupun warga desa sekitarnya. Hukum adat tersebut dijelaskan secara detail 
saat acara peminangan berlangsung dan disaksikan keluarga kedua belah 
pihak, Ketua RT, RW, dan para saksi lainnya yang hadir. Dalam hukum adat 
tersebut, beliau menjelaskan bahwa ada dua poin yang berlaku. Poin pertama 
disebut Pepalang, yaitu jika pihak pasangan putra ataupun putri membatalkan 
peminangan sehingga otomatis tidak akan melanjutkan rencana pernikahan, 
maka akan dikenakan sejumlah denda sesuai nominal yang telah 
disepakati.Sedangkan poin kedua disebut Gol, yaitu jika ada salah seorang 
anggota keluarga dari salah satu calon mempelai yang meninggal dunia, maka 
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hari H pernikahan dapat ditunda bulan atau tahunnya sesuai kesepakatan dan 
diadakan pertemuan kembali. Atau bisa juga saat ada anggota keluarga yang 
sakit parah, tanggal pernikahannya bisa dipercepat.
8
 
Selain itu, warga juga mempunyai kesepakatan mengenai tenggang 
waktu antara prosesi peminangan sampai dilangsungkannya pernikahan. 
Yakni maksimal enam bulan setelah peminangan dilaksanakan untuk 
melangsungkan pernikahan. Menurut beliau, adanya tenggang waktu ini 
bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti 
perselingkuhan, pertengkaran, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan 
batalnya rencana pernikahan. Untuk nominal denda nya sendiri bervariasi 
sesuai kesepakatan bersama, seperti halnya yang pernah terjadi ditahun 2015 
salah satunya, pernah diterapkan denda sebanyak Rp. 10 juta. Sebelumnya, 
denda ini berupa pasir sebanyak lima 5 rit (satu truk tidak sampai penuh).  
Kemudian seiring berkembangnya zaman, denda pembatalan nikah kemudian 
dirupiahkan dengan nominal Rp.10 juta.
9
 
Hukum adat tersebut juga diterapkan di Dusun Klampok, menurut 
Kepala Dusun Klampok, membatalan pertunangan berarti sudah melecehkan 
restu dari orang tua masing-masing. Karena pernikahan adalah sesuatu yang 
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sakral. Denda tersebut bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak 
diinginkan terjadi. Sedangkan untuk jumlah denda di Dusun Klampok, 
sebelumnya sebanyak 7 rit pasir, kemudian diubah menjadi Rp.5 juta dan 
sekarang naik menjadi Rp.25 juta.
10
 
Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik mengambil judul 
penelitian “Sanksi Adat Tentang Pembatalan Peminangan di Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri Perspektif 
‘Urf (Tahun 2015 – 2018)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, dirumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat terhadap pembatalan 
peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri (Tahun 2015 – 2018)?                                                                      
2. Bagaimana perspektif „Urf terhadap sanksi adat tentang pembatalan 
peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri (Tahun 2015 – 2018)? 
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C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk: 
1. Mengetahui bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat terhadap 
pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri (Tahun 2015 – 2018). 
2. Mengetahui bagaimana perspektif „Urf terhadap sanksi adat tentang 
pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri (Tahun 2015 – 2018). 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang berjudul “Sanksi Adat Tentang Pembatalan 
Peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri Perspektif ‘Urf (Tahun 2015 – 2018)” ini dapat memberi manfaat 
kepada pembaca secara : 
1. Teoritis 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis serta masyarakat dalam bidang 
perkawinan khususnya masalah sanksi adat tentang pembatalan 
peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri ditinjau dari „Urf (Tahun 2015 – 2018). 
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b. Untuk menjadi acuan bagi peneliti yang ingin membahas topik 
penelitian yang sama. 
2. Praktis 
a. Untuk memberikan gambaran umum mengenai tradisi sanksi 
pembatalan nikah di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri (Tahun 2015 – 2018).  
b. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum. 
E. Kerangka Teori 
1. Nikah 
 Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حاكنلا), adapula yang 
mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan 
perkataan zawaj
11
 Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah 
perkawinan. 
 Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi‟i, Hanafi, 
Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan 
pada “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk 
berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam 
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akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua 
kata tersebut”.12 
Didalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa 
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
13
 Sedangkan menurut 
KHI, perkawinan  merupakan akad mitsaqan ghalidzan untuk mentaati 
perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
14
 
2. Khiṭbah 
Peminangan (khiṭbah) adalah pendahuluan atau masa pra 
perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai langkah 
awal sebelum keduanya melaksanakan akad nikah, agar masing-masing 
mengenal calonnya.
15
 Kompilasi Hukum Islam mendefiniskan khitbah 
dengan kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antar seorang 
pria dengan wanita.
16
 Adapun pengertian khitbah menurut Sayyid Sabiq 
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yakni permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan 
perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang 
harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon 
pengantin saling mengetahui.
17
 
Setelah terjadi peminangan (khiṭbah), maka dapat diartikan kedua 
belah pihak calon mempelai telah setuju diadakannya perkawinan antara 
keduanya. Jika kemudian terjadi pembatalan peminangan dengan alasan 
yang tidak dibenarkan oleh syara‟ maka hal tersebut termasuk kedalam 
ingkar janji (wanprestasi). Ingkar janji termasuk kedalam ciri-ciri 
kemunafikan.
18
 Al-Qur‟an telah menjelaskan bahwasanya janji haruslah 
ditepati jika tidak maka akan berurusan di akhirat kelak hal tersebut 
termaktub dalam Q.S. Al-Isra: 34 yang berbunyi: 
                                 
         
       “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan 
cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”19 
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3. „Urf 
Budaya atau tradisi, dalam Islam dikenal dengan sebutan „Urf. 
Kata „Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata „arafa, ya‟rifu sering 
diartikan dengan al-ma„ruf (ُُفوُرْعَمَْلا) dengan arti sesuatu yang dikenal. 
Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. 
Sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata „urf 
sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab 
ُ ةَداَع; akar katanya: „ada, ya„udu ( َُداَع-ُُدْوُعَي ) mengandung arti perulangan. 
Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan 
adat. Kata „urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya 
suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut 
sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan Kata 
„Urf secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim 
Zaidah berarti: Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat 
karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka 
baik berupa perbuatan atau perkataan.
20
 
Dari segi keabsahannya dari pandangan syara‟, „urf terbagi dua; 
a. Al-‘urf aṣ-Ṣaḥīḥ (Yang sah), adalah kebiasaan yang berlaku 
ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan naṣṣ 
(ayat atau hadis) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan 
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tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Dengan kata lain, 'urf 
yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau 
sebaliknya. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki 
memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak 
dianggap sebagai mas kawin. 
b. Al-‘urf al-fāsid (Yang rusak), adalah kebiasaan yang bertentangan 
dengan dalil-dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam 
syara‟. Kebalikan dari Al-'urf aṣ-Ṣaḥīḥ, maka adat dan kebiasaan yang 
salah adalah yang menghalalkan yang haram, dan mengharamkan 
yang halal. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang 
dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama 
pedagang.Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam 
tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila 
jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi 
keuntungan yang di raih peminjam, penambahan utang sebesar 10% 
tidaklah memberatakan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh 
juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan 
tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong 
menolong dalam pandangan syara‟, karena pertukaran barang sejenis, 
menurut syara‟ tidak boleh saling melebihkan dan praktik seperti ini 
adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang 
dikenal dengan sebutan Riba al-nasi‟ah (riba yang muncul dari hutang 
13 
 
 
 
piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul 
fiqh termasuk dalam kategori al-„urf al-fāsid.21 
F. Tinjauan Pustaka 
 Sebelum membahas penelitian ini lebih lanjut, peneliti mempelajari 
dan menelaah referensi kepustakaan untuk mengetahui masalah-masalah 
terkait oleh peneliti sebelumnya. 
 Pertama yaitu skripsi karya Umar Said berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan 
(Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” tahun 
2009, Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syari‟ah UIN Walisongo 
Semarang. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap 
denda pembatalan khitbah yang dibebankan kepada pihak perempuan ketika 
terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan di Desa Badung Kecamatan 
Mayong Kabupaten Jepara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  
field research.
22
 Penelitian ini sama-sama membahas tentang tradisi pembatan 
nikah, akan tetapi memiliki perbedaan pada segi tinjauannya yakni hukum 
Islam dan Uṣūl al-Fiqh. 
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 Kedua yakni Skripsi Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa 
Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo)”, Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Penelitian ini membahas 
tentang kesepakatan masyarakat setempat untuk menerapkan sanksi terhadap 
pembatalan peminangan sebagai antisipasi mencegah pembatalan 
peminangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan 
menggunakan pendekatan normatif-sosiologis artinya pembahasan dalam 
penelitian ini secara normatif didasari oleh teori dan konsep hukum Islam 
untuk menemukan status hukum terhadap sanksi pembatalan peminangan 
dalam hal ini adalah Uṣūl al-Fiqh. Dengan memprioritaskan pada 
pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan.
23
 Penelitian ini dari 
segi tinjauannya sama-sama menekankan pada kaidah Uṣūl al-Fiqh akan 
tetapi yang membedakan adalah penelitian tersebut lebih memprioritaskan 
pada kepentingan sosial kemasyarakatan.
 
 Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhayati yang berjudul 
“Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus 
Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, Fakultas 
Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011. Penelitian 
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Nur Wahid Yasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi 
Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Weru KabupatenSukoharjo)”, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-
Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Yogyakarta, 2010. 
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ini membahas tentang bagaimana tradisi khitbah dan ganti rugi pembatalan 
khitbah di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi. Penelitian ini 
merupakan penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif dengan pendekatan 
menggunakan metode penelitian hukum sosiologis.
24
 Disamping terdapat 
persamaan dalam penelitian tersebut yakni sama-sama meneliti tentang denda 
ganti rugi pembatalan khitbah, penelitian ini juga tetap mempunyai perbedaan 
yakni dari segi tinjauannya yang menekankan pada aspek sosiologis. 
 Keempat, adalah skripsi yang ditulis Widodo yang berjudul “Tradisi 
Temu Pengantin Pernikahan Jawa dalam Perspektif Dalil „Urf (Studi 
Deskriptif di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten 
Karanganyar)”, Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyyah, IAIN Surakarta, 2015. 
Penelitian ini membahas tentang tradisi Temu Pengantin Pernikahan pada 
masyarakat Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten 
Karanganyar. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya masyarakat 
setempat masih mempercayai mitos-mitos kejawen. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif lapangan (Field Research) dengan analisis deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan normatif.
25
 Penelitian ini sama-sama 
membahas tentang tradisi di masyarakat perspektif „Urf akan tetapi berbeda 
                                                             
24
Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus 
Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab 
dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. 
25
Widodo, “Tradisi Temu Pengantin Pernikahan Jawa dalam Perspektif Dalil „Urf (Studi 
Deskriptif di Dusun Ngringin Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar)”, Skripsi, 
Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyyah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2015. 
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pada fokus penelitian yang dibahas. Dalam penelitian tersebut membahas 
semua tahap mulai dari lamaran sampai dengan temu pengantin. Sedangkan 
dalam penelitian saya hanya memfokuskan pada tahap lamaran atau (khiṭbah). 
 Kelima adalah skripsi yang ditulis oleh Devi Setyawati yang berjudul 
“Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran 
(Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai di Kabupaten Ponorogo)”, 
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, 2016. Penelitian ini 
membahas tentang bagaimana pandangan Fiqh Munakahat terhadap realitas  
proses lamaran dan pasca lamaran yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon 
mempelai di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian 
lapangan (field research).
26
 Penelitian ini sama-sama membahas tentang 
prosesi lamaran akan tetapi lebih menekankan kepada praktik lamaran baik 
sebelum maupun pasca lamaran itu sendiri dan tidak membahas tentang 
pembatalan lamaran/khitbah. 
 Keenam adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrul Ghozali 
yang berjudul “Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan Dalil „Urf (Studi Kasus di 
Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)”, Jurusan Ahwal Asy-
Syakhshiyyah IAIN Surakarta, 2017. Penelitian ini membahas tentang tradisi 
Ruwatan pada masyarakat Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali. 
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Devi Setyawati, “Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran 
(Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai di Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi, Jurusan Syariah 
dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016. 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian 
lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan.
27
 Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini membahas tentang 
tradisi Ruwatan sedangkan penelitian saya membahas tentang sanksi 
pembatalan nikah. 
 Ketujuh adalah skripsi yang ditulis oleh Musdar Roziqin yang berjudul 
“Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhan Batu 
Utara (Menurut Perspektif „Urf)”, UIN Sumatera Utara Fakultas Syariah dan 
Hukum, tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang tradisi Salah Simalah di 
Desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhan Batu Utara menurut perspektif 
„Urf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif field research yaitu 
penelitian yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data 
peristiwa-peristiwa yang tejadi dalam suatu situasi sosial.
28
 Penelitian tersebut 
sama-sama membahas tentang tradisi masyarakat setempat menurut perspektif 
„Urf  akan tetapi nama dan latar belakang kultur daerahnya yang berbeda. 
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Muhammad Nasrul Ghozali,  “Tradisi Ruwatan dalam Tinjauan Dalil „Urf (Studi Kasus di 
Desa Catur Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali)”,  Skripsi, Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyyah, 
IAIN Surakarta, 2017. 
28
Musdar Roziqin, “Tradisi Salah Simalah di Desa Teluk Pulai Luar Kabupaten Labuhan Batu 
Utara (Menurut Perspektif „Urf)”, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sumatera Utara, 
Sumatera Utara, 2018. 
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G. Metodologi Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (field 
research) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat 
secara langsung.
29
 Jadi, penelitian yang dilakukan dengan cara terjun 
langsung kelapangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri untuk memperoleh data. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, dokumentasi, maupun laporan 
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh 
peneliti. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara kepada 
tokoh masyarakat, perangkat desa seperti Kepala Desa, dan juga para 
pihak yang pernah membatalkan peminangan di Desa Pulutan Wetan 
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri sebanyak 3 orang. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai 
pelengkap. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan atas 
dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian lain. 
                                                             
29
Ibrahim, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal 
Kualitatif)”, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, 2015) Hlm. 53. 
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3. Lokasi dan Waktu penelitian 
Adapun penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulutan Wetan 
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Wawancara akan terus 
dilakukan selama penyusunan penelitian skripsi ini sampai terpenuhinya 
data atau informasi yang dibutuhkan oleh penulis. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara adalah  cara peneliti dalam memperoleh data dari 
lapangan yaitu dengan tanya jawab langsung secara lisan. Dalam 
metode wawancara ini, peneliti akan mengadakan Tanya jawab dengan 
tokoh masyarakat, perangkat desa yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, 
dan beberapa pihak yang pernah membatalkan peminangan di Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri sebanyak 
3 orang (S, RH, DP). 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh 
dari dokumen-dokumen, baik berupa buku, artikel, maupun penelitian. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
analitis, proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, dokumentasi dan 
penelitian. Kemudian data yang diperoleh dari lapangan dirangkum 
20 
 
 
 
dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun secara sistematis 
sehingga data-data bisa berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang dimaksud adalah untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka disusun dalam 5 (lima) bab yang 
saling berkaitan yaitu : 
Bab pertama, yaitu membahas latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, yaitu penjabaran landasan teori Khitbah dalam Islam dan 
„Urf yang berkaitan dengan sanksi berupa denda pembatalan peminangan 
serta kedudukan „Urf sebagai dalil hukum atau istinbath hukum. 
Bab ketiga, yaitu penjabaran mengenai lokasi penelitian dan gambaran 
umum tradisi penetapan denda serta mekanisme penerapan sanksi adat 
terhadap pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri ditambah hasil wawancara dengan tokoh 
masyarakat, perangkat Desa, dan beberapa pihak yang pernah membatalkan 
peminangan. 
Bab Keempat, yaitu berisi analisis terhadap mekanisme penerapan 
sanksi adat pembatalan peminangan dan perspektif „Urf terhadap praktek 
pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri dan Perspektif „Urf terhadap sanksi adat pembatalan 
21 
 
 
 
peminangan di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten 
Wonogiri. 
Bab kelima, yaitu kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri 
dengan saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari proposal skripsi ini 
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BAB II 
PEMINANGAN DALAM ISLAM 
A. Peminangan (Khiṭbah) 
1. Pengertian Peminangan (Khiṭbah) 
a. Secara Bahasa 
Secara bahasa peminangan berasal dari kata “pinang atau 
meminang” yang bersinonim melamar, biasa disebut dengan 
“khiṭbah”, yang berasal dari suku kata : 
 بطخ–  بطيخ–  ابطخ–  ةبطخو  
b. Secara Istilah 
Secara istilah, meminang atau melamar artinya meminta wanita 
untuk dijadikan isteri (bagi dirinya sendiri atau orang lain). Cara yang 
dilaksanakan disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum dan 
lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan 
dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya 
kesalahpahaman di antara kedua calon pasangan.  
Peminangan (Khiṭbah) merupakan pendahuluan untuk 
melangsungkan perkawinan, disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami 
istri dengan tujuan agar memasuki perkawinan didasarkan kepada 
penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.
1
 
                                                             
1
 Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap (Jakarta: PT Raja 
Grafindo, 2010), hlm. 24 
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Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari 
seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan 
perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara 
tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda 
yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam 
“iddah ba‟in” sebaiknya dengan jalan sindiran saja. 
Adapun dibawah ini adalah berbagai pendapat tentang 
pengertian khiṭbah antara lain: 
1) Menurut Rahmat Hakim, meminang atau khiṭbah mengandung arti 
permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu 
pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan 
pernikahan.  
2) Sedangkan Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud 
dengan khiṭbah adalah meminta seorang wanita untuk menikah 
dengan cara dan media yang biasa dikenal di tengah masyarakat. 
Hal senada diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa meminang adalah 
seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk 
menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di 
tengah-tengah masyarakat.
2
 
3) Jumhur ulama mengatakan bahwa khiṭbah itu tidak wajib, 
sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu 
wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. 
                                                             
2
 R. M. Dahlan, Fiqh Munakahat, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 10 
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Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khiṭbah hampir 
dipastikan dilaksanakan.  
Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tengang cara-cara 
pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk 
melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan 
ajaran Islam. 
3
 
2. Dasar Hukum Peminangan (Khiṭbah) 
a. Al-Qur‟an 
Firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 235 
yang berbunyi: 
                             
                          
                                   
                       
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 
dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini 
mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan 
menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu 
Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 
sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan 
janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, 
sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah 
mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyantun.”4 
                                                             
3
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia , 2009), hlm. 146 - 
147 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971). hlm. 38 
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b. Al-Hadiṡ 
Hukum khiṭbah dalam pandangan Imam Syafi‟i adalah sunah 
karena Rasulullah SAW melakukannya ketika beliau meminang Siti 
Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah binti Umar bin Khatab.  
 َع ْن  ُع ْر َو َة  َا ن  نلا ِب ََ    ل ُللا ى  َع َل ْي ِو  َو َس  ل َم  ِخ ْط َب َخ ة َط َب  َع ِئا َش ِا و َل  َا ُب َب و ْك َف ر َق َلا  َل ُو  َا ُب و
 َب ْك ِا ر َ نّ َا ا َن َا ا ُخ ْو َك  َف َق َلا  َا ْن َت  َا ِخ ِف ى ِِ  ْي ِن  ِللا  َو   ِك َت ٍبا  َو  ِى َى  ِل  َح َل ٌل .5 
“Dari Urwah, bahwasanya Nabi saw telah meminang Siti 
Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: 
“Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, 
saudara saya seagama Allah dan kitabnya, dan karenanya di (Siti 
Aisyah) halal bagi saya” (HR. Bukhari). 
 
Khiṭbah bisa berhukum haram jika kedua pasangan sedang 
melakukan ikhram. Hal tersebut berdasarkan Hadiṡ: 
 ِللا ُلْوُسَر َلاَق ُلْوُق َي ُوْنَع ُللا َىِضَر َنا فَع َنْب َناَمْثُع ُتْع َِسَ َلاَق َناَمْثُع َنْبا َنَاَبا  نَأ
 َلَع ُللا ى لََ. ُبُطَْيخ َلََو ُحِكْن ُي َلََو ُِمرْحُمْلا ُحِكْن َي َلَ َم لَسَو َوْي
6 
Artinya: Dari Abbas Ibnu Utsman berkata: Saya mendengar 
Utsman Ibnu Affan ra. berkata: “Rasulullah saw. bersabda: “Seorang 
yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan 
dan tidak boleh pula melamar”. 
 
 
                                                             
5
 Imam al-Bukhari, Terjemahan Shahih Bukhari: Perkawinan dan Perceraian. Jilid I II 
III & IV, (Jakarta: Asian Printing Works, 2005), hlm. 10 
6
 Al Ustadz Bey Arifin, dkk, Tarjamah Sunan An Nasa‟iy, (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 
1993) Jilid III, hlm. 484 
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Di bawah ini hadis yang secara khusus menjelaskan tentang 
khiṭbah, antara lain : 
1) H. R. An Nasa‟i 
 ىَلَع ْمُُكدَحَا ُبُطَْيخ َلَ َلاَق َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا ى لََ  ِللا لْوُسَر  َنا َةَر ْيَرُى ِبَِا ْنَع
. َكُرْ ت َي َْوا َحِكْن َي  تََّح ِوْيِخَا ِةَبْطِخ
7 
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: “Janganlah Seorang dari kamu melamar wanita di 
atas lamaran saudaranya, hingga saudaranya itu telah 
menikahinya atau meninggalkannya.” 
2) H. R. Ahmad 
 َلاَق َةَبْعُش ِنْب ِةَر ْ يِغُمْلا ِنَع ِللا ِدْبَع ِنْب ِرْكَب ْنَع ٌم َِ اَع اَن َث  دَح ََةيِواَعُم ْو َُبأ اَن َث  دَح
 َلاَق َلَ ُتْل ُق اَهْ يَلِإ َتْرَظََنأ َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا ى لََ  ِللا ُلْوُسَر لِ َلاَق َف ًَةَأرْما ُتَْبطَخ
اَمُكَن ْ ي َب َمَِْؤ ُي ْنَأ ىَرْحَأ ُو نِإَف اَهْ يَلِإ ُْرظْناَف .8 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah 
Telah menceritakan kepada kami Ashim dari Bakr bin Abdullah 
dari Al Mughirah bin Syu'bah ia berkata, "Saya meminang 
seorang wanita, Rasulullah saw lalu bertanya kepadaku: "Apakah 
kamu telah melihatnya?" Saya menjawab: "Belum" Beliau 
bersabda: "Lihatlah ia karena itu akan lebih memantapkan kalian 
berdua".  
3) H. R. Abu Dawud 
 ِنْب َُِواَِ  ْنَع َقَحْسِإ ُنْب ُد مَُمُ اَن َث  دَح ٍِ َاِيز ُنْب ِدِحاَوْلا ُدْبَع اَن َث  دَح ٌِ  دَسُم اَن َث  دَح
 َلاَق ِللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ٍِ اَعُم ِنْب ِدْعَس َنْبا ِنِْع َي ِنَْحْ رلا ِدْبَع ِنْب ِدِقاَو ٍْيَْصُح
 ى لََ  ِللا ُلْوُسَر َلاَق ْنَأ َعَاطَتْسا ْنِإَف ََةأْرَمْلا ْمُُكدَحَأ َبَطَخ اَذِإ َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا
                                                             
7
 Al Ustadz Bey Arifin, dkk, Tarjamah Sunan An Nasa‟iy, (Semarang: CV. Asy Syifa‟, 
1993) Jilid III, hlm. 464 
8
 Ahmad Ibn Hanbal Abu „Abd Allah al-Syaibani, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, Juz 
IV (Kairo: Muasasah Qurthabah), hlm. 244 
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  تََّح َاَلَ ُأ َبَتََأ ُتْنُكَف ًَةِيراَج ُتَْبطَخَف َلاَق ْلَعْف َيْل َف اَهِحاَكِن َلِإ ُهْوُعْدَي اَم َلِإ َُرظْن َي
 َتَو اَهِحاَكِن َلِإ نِاَعَِ  اَم اَهْ نِم ُتَْيَأراَه ُتْج وَز َت َف اَهِجُّوَز .9 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah 
menceritakan kepada kami „Abd al-Wahid bin Ziyad, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Daud bin 
Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa‟ad bin Mu‟adz dari 
Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: 
“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang 
wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya 
untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya.” Jabir berkata; 
kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi 
untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang 
mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya”. 
3. Perempuan yang boleh di khiṭbah 
Peminangan terhadap wanita itu tidak hanya dikarenakan semata 
oleh kesediaan wanita itu sendiri, melainkan juga kondisinya saat dilamar. 
Menurut Sayyid Sabiq, wanita yang boleh dipinang jika memenuhi dua 
syarat, pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum 
yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Kedua,  belum dipinang 
orang lain secara sah.
10
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Bab III 
pasal 12 ayat (2), (3), dan (4), yang selengkapnya dalam ayat 2 sebagai 
berikut: “Wanita yang ditalak suami, seorang wanita dalam iddah raj‟i 
haram dan dilarang untuk dipinang. Dalam ayat 3, dinyatakan bahwa 
dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, 
                                                             
9 Hadis Riwayat Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab an-Nikah, Bab Fi al-Rijal 
Yan‟uru ila al-Mar‟ah, No. 1783 
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 Sayyid Sabiq, Fikh Al Sunnah, terjemahan Nur Hasabuddin, Fiqh Sunnah, (Jakarta: 
Pena Pundi Aksara, 2006) Juz 2, hlm. 505. 
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selama peminangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari 
pihak wanita. Dalam ayat 4, putusnya pinangan pria, karena adanya 
pernyataan tengang putusnya pinangan atau secara diam-diam pria yang 
telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.  
Dengan penjelasan diatas, perempuan yang boleh dipinang adalah 
sebagai berikut:
11
 
a. Tidak sedang dalam pinangan orang lain 
b. Tidak sedang dalam masa iddah raj‟iyyah 
c. Tidak ada larangan syar‟i untuk dinikahi 
d. Perempuan yang sedang masa iddah karena ditalak ba‟iin, sebaiknya 
dipinang secara rahasia/sindiran. 
4. Memilih wanita yang di khiṭbah 
Demi tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan, ketika khiṭbah 
dianjurkan untuk memilih pasangan dengan mengacu pada hadits:  
 ُوَيِقَل َف َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا ى لََ  ِللا ِلْوُسَر ِدْهَع ىَلَع َْةَأرِْما َج وَز َت ُو َنا ٍرِباَج ْنَع ٍءَاطَع ْنَع  ُّبِ نلا
 َلَع ُللا ى لََ ْلَب ُتْل ُق َلاَق اًبِّي َث َْما اًرْكِب َلاَق ْمَع َن ُتْل ُق َلاَق ُرِباَجَاي َتْج وَز ََتأ َلاَق َف َم لَسَو ِوْي
 ِنْي َب ُلُخْدَت ْنَا ُتْيِشَخَف ٌتَوَخَا ِل  نُك ِللا َلْوُسَر َاي ُتْل ُق َلاَق َكُبِعَلُت اًرْكِب  لَه َف َلاَق اًبِّي َث 
  نُه َن ْ ي َب َو  ْتَِبرَت ِنْي ِّدلا ِتاَذِب َكْيَلَع َف َاِلََاَجََو َاِلَاَمَو اَهِْني ِِ  ىَلَع ُحَكْن ُت ََةاْرَمْلا  نَأ اَذِا َكاَذَف َلاَق
.َكاَدَي12 
Artinya: Dari Atha‟ dari Jabir ra. Bahwasanya pada masa 
Rasulullah saw, ketika ia menikah dengan seorang wanita, maka 
Rasulullah menemuinya dan bertanya: “Apakah kamu baru menikah, 
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wahai Jabir?” Jawabku: “Benar”. Tanya beliau: “Gadis ataukah janda” 
Jawabku: “Janda”. Sabda beliau: “Mengapa kamu tidak memilih gadis 
yang dapat bercanda denganmu?” Jawabku: “Wahai Rasulullah, aku 
mempunyai beberapa saudara perempuan, aku khawatir jika istriku gadis, 
maka ia akan menyebabkan pertengkaran antara aku dan saudara-
daudaraku. Sabda beliau “Kalau begitu, maka ia lebih baik bagimu”. 
Sesungguhnya wanita itu dinikahkan ada yang karena agamanya, ada 
yang karena hartanya, dan ada pula yang karena kecantikannya”. Karena 
itu jatuhkanlah pilihanmu pada yang kuat agamanya, agar kamu 
selamat.” 
Dari hadiṡ tersebut termaktub bahwa agama merupakan unsur 
utama dalam memilih pasangan, karena pernikahan bukan semata untuk 
duniawi, bukan semata melampiaskan nafsu, bukan semata rutinitas yang 
harus dijalani sesuai sunah Nabi namun dibalik pernikahan mensiratkan 
tujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah serta 
barakah di dunia sampai akhirat.
13
 
Pengutamaan pemilihan agama dikuatkan oleh surat Al-Baqarah 
ayat 221 yang berbunyi:  
                             
                             
                                  
          
 “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik 
dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 
dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke 
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neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Q.S. Al-Baqarah: 221).14 
 
Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang amat (budak) lebih 
baik dari pada wanita yang musyrik walaupun kecantikannya mempesona. 
Wanita laksana emas yang mana dijelaskan dalam Al-Qur‟an masalah 
kecintaan terhadap nafsu yang sifatnya duniawi, maka yang pertama 
disebut adalah wanita. Dalam menyebut kenikmatan akhirat, yang pertama 
disebut adalah wanita surgawi atau para bidadari. Imam Ja‟fari sependapat 
dengan pernyataannya, “sesuatu yang amat menyenangkan bagi manusia 
di dunia dan akhirat adalah melakukan hubungan dengan wanita.” 
Semuanya itu menjelaskan bahwa betapa berharganya wanita bagi laki-
laki. 
15
 
Selain unsur pemilihan pasangan, terdapat syarat dalam khiṭbah, 
pertama syarat muhtasinah yaitu berupa anjuran kepada seorang laki-laki 
yang meminang wanita agar ia meneliti wanita yang akan dipinang, 
sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. 
Syarat ini meliputi :
16
 
a. wanita itu sekufu  
b. wanita yang mempunyai kasih sayang  
c. wanita jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya  
                                                             
14 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
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Ibid. 
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d. mengetahui keadaan jasmani.  
Syarat kedua adalah syarat lazimah (syarat yang harus dipenuhi 
sebelum peminangan dilakukan) yaitu: Pertama, wanita tidak dalam 
pinangan orang lain, dan kedua, wanita tidak dalam masa iddah. Indikasi 
dari kedua syarat tersebut memudahkan jalan perkenalan antara peminang 
dengan yang dipinang, antara keluarga kedua belah pihak, menuju 
ketentraman jika cocok dan yakin dengan calon pasangan hidupnya. 
Wanita dalam masa khiṭbah, tetap sebagai wanita asing yang tidak boleh 
“diapa-apakan” sampai melakukan akad nikah. Khiṭbah termasuk syarat 
sah nikah yang mana seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar 
atau meminang terlebih dahulu namun pada umumnya meminang 
merupakan salah satu cara untuk segera menikahi calon pasangannya.
17
 
Nabi saw. telah memberi petunjuk tentang sifat-sifat perempuan 
yang baik, yaitu:
18
 
a. Yang beragama dan menjalankannya 
b. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat) 
c. Yang masih perawan 
5. Proses Khiṭbah 
Tata cara atau proses khiṭbah tidak dijelaskan secara tegas di dalam 
fiqih munakahat karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara 
yang berlaku di dalam masyarakat. Selama tata cara tersebut tidak 
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bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Islam, maka tata 
cara tersebut diperbolehkan. 
Khiṭbah bukanlah hal baru dalam Islam, pelaksanaan khiṭbah juga 
telah ada sejak zaman Rasulullah saw, kala itu sahabat beliau, kala itu 
sahabat beliau, Abdurrahman bin „Auf yang meng-khiṭbah Ummu Hakim 
binti Qarizh. 
Berkenaan dengan prosesi khiṭbah, terdapat hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Hakim dari Jabir bin 
Abdullah RA sebagai berikut: 
 َلِا اَه ْ نِم َُرظْن َي َْنا َعَاطَتْسِنَِاف ، ََةارَمَْلا ْمُُكدَحَا َبَطَخ اَذِا : َلَاق ُوْنَع ُللا  يِضَر ْرِباَج ْنَع َو  اَم
) مكالحا ةحيحَ و ةقث ولاجر و ِواِ وبا و دحْا هاور ( . ْلَعْف َيْل َف اَهِحاَكِن ََلِِا ُهْوُعْدَي 
“Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah 
seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang 
bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” (Riwayat 
Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. 
Hadis shahih menurut Hakim).
19
 
Mayoritas fuqahā berpendapat bahwa orang yang meminang boleh 
memandang pinangannya. Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad 
memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja. Karena wajah 
cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti 
keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu 
kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus 
ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau 
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mulutnya, bau ketiaknya dan badannya, serta keindahan rambutnya. 
Sebagaimana Nabi SAW pernah mengutus seseorang untuk mendatangi 
perempuan dengan sabdanya: 
إ يشم و ابهوقرع لإ يرظنااهضراوع يشم : ةياور فيو : اهطاعم لِ 
Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya” dan dalam riwayat 
lain: “dan ciumlah gigi depannya”.(HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan 
Baihaqi)
20
 
Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat Imam Daud Al-Zhahiriy, 
mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan 
pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan 
(khiṭbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam 
peminangan itu.
21
 
Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang 
peminangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, 
diantaranya :  
a. Menyampaikan Pinangan 
Ada beragam cara menyampaikan pinangan di dalam 
masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah : 
1) Laki -laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya 
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Cara ini adalah cara yang paling konvensional dan paling 
banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan 
lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan 
yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. 
Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan 
kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab kalaupun 
perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang 
ikut menentukan yaitu walinya.
22
 
Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga dari laki-laki 
juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak 
dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini 
pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah 
melalui sahabatnya Abu Bakar RA
23
 
2) Meminang yang dilakukan oleh utusan 
Meminang melalui utusan atau perantara untuk 
mengahadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung 
perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam 
Islam karena Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah 
dengan cara tersebut.
24
 
 
                                                             
22
 Cahyadi Takariawan, Izinkan Aku Meminangmu, (Solo : PT.Eradicitra Intermidia, 
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3) Meminang dengan sindiran dimasa Iddah 
Perempuan yang berada dalam masa iddah haram dinikahi 
sampai masa Iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak 
melarang adanya khiṭbah yang dilakukan laki-laki kepada 
perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa 
melakukan peminangan dengan sendiran kepada perempuan yang 
sedang dalam masa iddah tersebut. 
b. Ucapan dalam Peminangan  
Selanjutnya, tata cara menyampaikan ucapan pinangan dapat 
dilakukan dengan dua cara, yaitu : Pertama, menyampaikan 
peminangan dengan kata Sharih atau ucapan yang jelas dalam arti 
ucapan tersebut bertujuan untuk meminang tidak untuk makna yang 
lain, seperti ucapan “Saya berkeinginan untuk meminang dan 
mengawininya.” Kedua, menyampaikan peminangan dengan cara 
kinayah atau ucapan yang berbentuk sindiran dengan arti ucapan 
tersebut masih mencakup pada makna selain peminangan seperti 
ucapan “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.25 
c. Melihat Wanita yang dipinang 
Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan 
dari anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang 
dipinang dan tidak menjadi sebab bagi si peminang untuk menceraikan 
istrinya setelah akad nikah. Selain itu, Tujuan melihat pinangan adalah 
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untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga 
suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing 
pihak telah saling menyukai satu sama lain. Jumhur ulama‟ 
berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan 
telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui 
cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui 
badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Az-Zahiri 
membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.
26
 
Abdurrahman al-Auza‟i berpendapat boleh melihat daerah-
daerah yang berdaging. Menurut ulama Madzhab Hambali bagian yang 
boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, 
kepala (leher) dan betis. Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini 
terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat 
peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan 
anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa 
kebolehan melihat pinangan hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi 
wanita juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya.
27
 
Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai 
wanita ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan 
perempuan yang bukan mahram berkhalwat, namun selama melihatnya 
itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan. Melihat perempuan 
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yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, 
bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut 
sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu 
tanpa menyakitinya jika ternyata ia tidak suka pada perempuan itu 
setelah melihatnya.
28
 
6. Pembatalam Khiṭbah 
Khiṭbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada 
pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan 
merupakan babak awal pernikahan menurut syara‟ maupun adat. 
Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal.
29
 Dalam 
kajian hukum Islam khiṭbah itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian 
untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi 
akad nikah, sehingga membatalkan khiṭbah tersebut menjadi hak masing-
masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan 
yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka 
dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh 
pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal 
sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.
30
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Setelah keluarga perempuan menyetujui khiṭbah tersebut, 
terkadang khiṭbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga 
terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada 
pembatalan khiṭbah baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon 
pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus 
meminang berhak menarik kembali hadiahnya, karena hadiahnya disertai 
tujuan mendapat imbalan.
31
 Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena 
dibatalkan khiṭbah tadi, maka lelaki berhak mengambil kembali semua 
hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan 
mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhiṭbah 
tersebut. 
Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khiṭbah adalah pemberian. 
Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, 
kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun 
atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang 
mengkhiṭbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika 
barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, 
seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat 
baju, maka lelaki pengkhiṭbah tersebut tidak berhak memintanya 
gantinya.
32
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Para ulama Malikiah menyebutkan jika pembatalan khiṭbah itu 
dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali 
sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan 
maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. 
Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat 
akadnya tetap.  
Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si 
lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi‟iah 
berpandang bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia 
berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. 
Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara 
utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika 
barangnya telah rusak atau terlebur, kerena pemberi hadiah berstatus 
sebagai calon suami belum menjadi suami.
33
 
Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan 
bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang 
mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki 
tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan 
wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khiṭbah tersebut 
dan hadiah khiṭbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang 
diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.  
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Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau 
seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta 
mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari 
persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak 
terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun 
sebagiannya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut apa adanya jika 
belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakaan 
atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu.
34
 
7. Akibat Hukum Khiṭbah 
Peminangan adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului 
perkawinan dan setelah adanya peminangan tersebut selang beberapa 
waktu itu baru dilangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki 
yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara 
peminangan dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki 
dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban 
diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat 
sebagaimana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan 
yang bukan suami istri atau mahramnya. 
35
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa 
peminangan belum menimbulkan akibat hukum diantara kedua belah 
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pihak. Peminangan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat (1) 
dan (2): 
(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 
memutuskan hubungan peminangan. 
(2)  Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata 
cara yang baik sesuai tuntunan agama dan kebiasaan setempat, 
sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.
36
 
Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang 
dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan 
tersebut, meski dulunya ia menerimanya. Namun, hal itu sebaiknya tidak 
dilakukan dikarenakan dapat menyakiti pihak lain serta dapat 
menimbulkan hal-hal yang kurang baik. 
B. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
a. Secara bahasa 
Pernikahan dalam istilah ilmu fiqh disebut, (حاكن), )جاوز ), 
keduanya berasal dari Bahasa Arab. Nikah dalam Bahasa arab 
mempunyai dua arti, yaitu (مضلا و ءطولا) baik arti secara hakiki (مضلا) 
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yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (ءطولا) yakni 
perjanjian atau bersetubuh. 
Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.  
b. Secara Istilah 
Para ulama fiqh pengikut madzhab yang empat (Syafi‟i, 
Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan 
perkawinan pada:
37
Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang 
laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) 
dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna 
yang serupa dengan kedua kata tersebut. 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
dikatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa 
perkawinan adalah pernikahan, yaitu Akad yang kuat atau mitsaqan 
ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 
merupakan Ibadah. 
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Adapun dibawah ini adalah berbagai pendapat tentang 
pengertian perkawinan antara lain: 
1) Anwar Harjono menegaskan bahwa perkawinan adalah kalimat 
bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama 
dengan nikah atau zawaj dalm istilah fiqh. Pengertian para ahli fiqh 
tentang hal ini, khususnya para Imam Empat bermacam-macam, 
tetapi dalam satu hal semuanya berpendapat bahwa perkawinan, 
nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang 
mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan 
adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan 
untuk melanjutkan keturunan.
38
 
2) Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah 
suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu 
memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. 
Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan 
bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip 
suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat 
diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.  
Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita 
yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan 
penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. 
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Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus 
diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang 
bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya 
sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka 
yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misanya dalam 
keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk 
mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.
39
 
2. Dasar Hukum Pernikahan 
a. Al-Qur‟an 
1) QS. An-Nur ayat 32 
 
                         
                   
 
Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian 
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari 
hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 
yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan 
mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.”40 
 
2) QS. An-Nahl ayat 72 
                      
                      
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari 
jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu 
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itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang 
baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil 
dan mengingkari nikmat Allah?"
41
 
 
3) QS. Ar-Ruum ayat 21 
                            
                   
Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir.”42 
 
b. Al-Hadiṡ 
Adapun hadiṡ yang menjadi dasar pernikahan adalah: 
1) H. R. Abdullah bin Mas‟ud 
 لِ  نِإ ِنَْحْ رلا ِدْبَع َاَبأ َاي َلاَق َف ًنِبِ ُناَمْثُع ُوَيِقَل َف ِللا ِدْبَع َعَم ُتْنُك َلاَق َةَمَقْلَع ْنَع
 ًةَجاَح َكْيَلِإ اًرْكِب َكَجِّوَز ُن ْنَأ في ِنَْحْ رلا ِدَبَع َاَبأ َاي َكَل ْلَى ُناَمْثُع َلاَق َف اَوَلَخَف
  َلِِإ َراَشَأ اَذَى َلِإ ٌةَجاَح ُوَل َسَْيل ْنَأ ِللا ُدْبَع ىََأر ا مَل َف ُدَهْع َت َتْنُك اَم َكُرَِّكُدت
 َو ِوْيَلِإ ُتْيَه َت ْناَف ُةَمَقْلَع َاي َلاَق َف  ُِّب نلا اَنَل َلاَق ْدَقَل َكِلَذ َتْل ُق ْنِئَل اََمأ ُلْوُق َي َوُى
 َْلَ ْنَم َو ْج وَز َتَيْل َف َةَءاَبْلا ْمُكْنِم َعَاطَتْسا ْنَم ِباَب شلا َرَشْعَم َاي َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا ى لََ
. ٌءاَجِو ُوَل ُو نِإَف ِمْو صلِاب ِوْيَلَع َف ْعِطَتْسَي43 
Artinya: Alqamah berkata: Aku sedang berjalan bersama 
Abdullah di Mina. Lalu ia bertemu dengan Utsman yang segera 
bangkit dan mengajaknya bicara. Utsman berkata kepada 
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Abdullah, “Wahai Abu Abdurrahman, inginkah kamu kami 
kawinkan dengan seorang perempuan yang masih belia? Mungkin 
ia dapat mengingatkan kembali masa lalumu.” Abdullah 
Menjawab, “Kalau kamu telah mengatakan seperti itu, maka 
Rasulullah SAW pun bersabda, “Wahai kaum pemuda, 
barangsiapa diantara kalian mampu memberi nafkah, maka 
hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih 
dapat menahan pandangan mata dan melindungi kemaluan (alat 
kelamin). Barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia 
berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penawar bagi nafsu. 
2) H. R. Bukhari dan Muslim 
 
  ِب نلا  نِإ  َو يِّلََ ُأ َاَنأ ِّْنِِكَل : َلاَق َو ِوْيَلَع َن َْثأ َو َللا َد
َِحْ َم لَسَو ِوْيَلَع ُللا ى لََ
.ِّْنِِم َسْيَل َف ِْتِ نُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف ،َءاَسِّنلا ُجّوَز ََتأَو ،ُرِطُْفأَو ُمْوَُ َأ َو ،ُمَاَنأ
44 
Artinya: Sesungguhnya Nabi saw. memuji dan menyanjung 
Allah seraya berkata, “Akan tetapi aku melakukan shalat dan 
tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahi wanita. Maka siapa 
yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dariku.” (Muttafaq 
„alaih). 
3) H. R. Muslim 
 
 رمع نب للا دبع نعو  ىلَ للا لوسر نأق ملسو ويلع للاادلا : لعاتم اين  يرخ و
اصلا ةأرلما ايندلا عاتمملسم هاور( ةلح)45 
“Dari Abdullah bin Amr, “Sesungguhnya Rasulullah SAW. 
bersabda, „Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta dunia 
adalah perempuan yang saleh‟.” (H.R Muslim) 
 
3. Rukun dan Syarat Pernikahan 
a. Rukun Pernikahan 
Perkawinan dianggap sah bilamana terpenuhi syarat dan 
rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian 
dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. 
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Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut 
dianggap batal.  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri 
dari lima macam, yaitu adanya:
46
 
1) Calon suami 
2) Calon istri 
3) Wali nikah 
4) Dua orang saksi 
5) Ijab dan qobul 
b. Syarat Perkawinan 
Setiap rukun diatas mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun 
syarat-syarat yang harus dipenuhi saat akan melangsungkan 
pernikahan adalah: 
1) Calon suami dan calon istri 
Syarat-syarat yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan 
perempuan yang akan kawin adalah :
47
 
a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang 
lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, 
dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat 
peminangan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi 
kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin 
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telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan 
terbuka. 
b) Keduanya sama-sama beragama Islam 
c) Antara keduanya tidak terlarang untuk melangsungkan 
perkawinan. Seperti calon perempuan tidak sedang dalam masa 
iddah, tidak sedang melakukan ihram, dan lain-lain. 
d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula 
dengan pihak yang akan mengawininya.  
e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk 
melangsungkan perkawinan. 
2) Wali 
Orang yang berhak menjadi wali bilamana memenuhi 
syarat sebagai berikut:
48
 
a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil dan 
orang gila tidak berhak menjadi wali. 
b) Laki-laki. Namun ulama Hanafiyah dan Syi‟ah Imamiyah 
mempunyai pendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan 
berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan 
dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain. 
c) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi 
wali bagi muslim. 
d) Orang merdeka 
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e) Tidak berada dalam pengampuan. Alasannya adalah bahwa 
orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat 
hukum dengan sendirinya. Sebab kedudukan sebagai wali 
merupakan suatu tindakan hukum. 
f) Adil 
3) Saksi  
Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut:
49
 
a) Saksi yang hadir minimum dua orang laki-laki. Inilah pendapat 
yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi 
itu boleh dihadiri satu orang laki-laki dan dua orang saksi 
perempuan. 
b) Kedua saksi beragama Islam 
c) Kedua saksi adalah orang yang merdeka 
d) kedua saksi telah baligh dan berakal 
e) kedua saksi itu bersifat adil 
f) kedua saksi dapat mendengar dan melihat. 
g) Saksi harus mengerti perkataan – perkataan yang diucapkan 
pada waktu akad nikah dilaksanakan. 
4) Akad Nikah (Ijab Qobul) 
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 
pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan 
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qobul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali yang 
menikahkan), sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak 
kedua (mempelai laki-laki). Ijab dari pihak wali si perempuan 
dengan ucapannya, misalnya: “Saya nikahkan anak saya yang 
bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus 
Shalihin.” 
Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan 
ucapannya, misalnya: “Saya terima nikahnya anak bapak yang 
bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” 
Dalam proses ijab qabul terdapat syarat yang harus 
dipenuhi yakni:
50
 
a) Didalam proses ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata 
atau bahasa yang jelas dan dipahami oleh masing-masing pihak 
yang melakukan aqad nikah. 
b) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab 
qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut 
adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa 
ijab qobul. 
5) Mahar (Mas Kawin) 
Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki 
untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian 
seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang 
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selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara  penuh. Kita bebas 
menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena 
tidak ada batasan mahar dalam syari‟at Islam, tetapi yang 
disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan 
pihak calon suami. Namun Islam menganjurkan agar meringankan 
mahar. Rasulullah saw bersabda: “Sebaik-baik mahar adalah 
mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. Al-Hakim: 2692).51 
Adapun syarat-syarat mahar yang diberikan kepada calon 
istri adalah: 
a) Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga 
walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. 
Maharnya sedikit tetapi bernilai tetap sah disebut mahar. 
b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. 
c) Bukan barang yang diharamkan agama.  
d) Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab adalah mengambil 
barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk 
untuk memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak.  
e) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya.  
4. Tujuan Pernikahan 
Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan 
memelihara perempuan yang bersifat lemah. Pernikahan juga berguna 
untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan). Nikah juga 
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dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, 
manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, 
dan  dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan 
antara sesama manusia. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah 
pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga 
hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun 
kehidupan baru secara sosial dan kultural.
52
 
Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari: 
53
 
a. Berbakti kepada Allah 
b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah 
menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan 
c. Mempertahankan keturunan umat manusia 
d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara 
pria dan wanita 
e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan 
manusia untuk menjaga keselamatan hidup. 
Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 
21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, 
jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di 
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antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi 
bukti bagi mereka yang berfikir”. 
Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi 
juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan 
kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan 
eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan 
mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan 
merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal 
balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-
Qur‟an surat ar-Rum ayat 21.54 
Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, 
khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut:
55
 
a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan 
huidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria 
dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan 
manusia sebagai mahluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk 
tuhan lainnya. 
b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga 
di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai 
dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih saying antara suami 
istri. 
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c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga 
kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat 
berlangsung terus secara jelas dan bersih.  
d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang 
merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat 
diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan 
berada dalam suasana damai.  
e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul, adalah 
merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam. 
5. Hukum Pernikahan 
Berdasarkan situasi dan kondisinya, pernikahan dapat berubah 
hukumnya yang dikelompokkan menjadi lima bentuk, yaitu:
56
 
a. Wajib bagi orang yang sudah mampu nikah, sedangkan nafsunya 
sudah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan 
akan terjerumus dalam praktek perzinahan. Hal ini dikarenakan 
menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adalah wajib, sedangkan 
kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan 
pernikahan. Nabi bersabda: 
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ا عاطتسا نم بابشلا رشعم ايحأو رصبلل ضغأ ونإف جوزتيلف ةءابل لَ نمو جرفلل نص
ءاجو ول ونإف موصلاب ويلعف عطتسي )ويلع قفتم( 
“Wahai para pemuda barangsiapa di antara kalian ada kemampuan 
biaya nikah, maka nikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu 
hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai 
baginya.”(H.R. Bukhori dan Muslim)57 
 
b. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai 
kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari 
perbuatan perzinahan. 
c. Haram bagi ornag yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah 
lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum 
mendesak. 
d. Makruh bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi 
belanja calon istrinya. Dengan kata lain, sekalipun tidak merugikan 
calon istri ditinjau dari sisi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, 
dan papa karena kemampuan ekonomi tinggi, tetapi tidak mempunyai 
keinginan syahwat yang kuat tetap dipandang sebagai makruh. 
e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang 
mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang 
mengharamkan untuk nikah. 
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6. Hikmah Pernikahan 
Rahmat Hakim (2000:27-30) memaparkan bahwa hikmah nikah 
adalah:
58
 
a. Menyambung silaturrahmi 
b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar 
c. Menghindari diri dari perzinahan 
d. Estafeta amal manusia 
e. Estetika kehidupan 
f. Mengisi dan menyemarakkan dunia 
g. Menjaga kemurnian nasab 
Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat 
hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah 
maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:
59
 
a. Memenuhi tuntutan fitrah 
Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk 
tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan 
sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah 
yang telah Allah letakkan pada manusia.  
Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-
tuntutan fitrah, ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan 
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manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, 
pernikahan disyari‟atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi 
fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. 
Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam 
melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun 
bertahallul (membujang). Akan tetapi sebaliknya, Islam juga 
membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat 
berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga 
kemurnian fitrah tetap terjaga. 
b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin 
Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya 
ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. 
Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan 
jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman 
dan kebahagiaan hidup. 
c. Menghindari dekadensi moral 
Allah swt. telah menganugerahi manusia dengan berbagai 
nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan 
tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk 
membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi 
insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul adalah 
adanya dekadensi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku 
menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini 
58 
 
 
jelas akan merusakfundamen-fundamen rumah tangga dan 
menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental.  
d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat 
kewanitaan yang diciptakan. 
C.  ‘Urf 
1. Pengertian „urf 
a. Secara bahasa 
„Urf secara etimologi berasal dari kata „arafa - yu‟rifu  
( فرع - فرعي ), sering diartikan dengan al-ma‟ruf (فورعلما) dengan 
arti “sesuatu yang dikenal” atau berarti “yang baik”. Pengertian 
dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.
60
 
b. Secara istilah 
Secara terminologi, „urf adalah keadaan yang sudah tetap 
dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh 
tabiat yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan 
perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh 
sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai „urf.61 
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Adapun dibawah ini adalah berbagai pendapat tentang 
pengertian „urf antara lain: 
1) Menurut Al-Ghazali „urf diartikan dengan “Keadaan yang 
sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan 
diterima pula oleh tabiat yang sejahtera”. 
2) Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan „urf sebagai segala hal 
yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, 
baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara 
mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang 
berbeda dengan makna bahasa.
62
 
3) Abd. Wahab Khallaf menyatakan bahwa „urf adalah “Sesuatu 
yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa 
perkataan ataupun perbuatan”. 
4) Ahmad Fahmi Abu Sunah menyebut „urf sebagai “Sesuatu 
yang terpatri dalam jiwa karena dipandang rasional dan 
penerimaan watak yang sehat atasnya”. 
Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan 
dianggap sebagai „urf. Di samping karena berulangkali telah 
dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan 
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para pelakunya, maka „urf harus bisa diterima oleh akal sehat 
atau rasional.
63
 
2. Dasar Hukum „urf 
Adapun dasar hukum „urf adalah: 
a. Al-Qur‟an 
                     
Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” 
(Q.S. Al-A‟raf: 199)64 
 
b. Hadiṡ Nabi 
          Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum „urf yakni hadis 
dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud: 
 وهف انسح نوملسلما هار امفئيس للا دنع وهف ائيس نوملسلما هارامو نسح للا دنع 
)دحْا هاور( 
Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, 
maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang 
Islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah swt.”(HR. Ahmad) 65 
 
Dalil di atas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah 
lama berjalan dikalangan masyarakat, dan sudah dilakukan turun 
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M. Noor Harisudin, „Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Jurnal Al-
Fikr, Vol. 20, No 1, 2016, hlm. 68. 
64 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971), hlm. 176. 
65
Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad bin 
Hambal, Jilid V, (Beirut: Daar al-Kutub, 2000), hlm. 323. 
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temurun sehingga menjadi tradisi, serta bernilai baik (mengandung 
manfaat) dibolehkan untuk mengerjakannya, sebaliknya jika tradisi 
tersebut bernilai buruk (mengandung kerusakan) tidak boleh 
dikerjakan sebab ajaran Islam adalah untuk memberikan maslahat 
kepada seluruh manusia bukan untuk membuat kerusakan di muka 
bumi. Firman Allah swt: 
                          
       
 
Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang 
diperbuat oleh orang-orang yang dzalim. Sesungguhnya Allah 
menangguhkan mereka hingga hari yang ketika itu mata mereka 
terbelalak. (Q.S Ibrahim ayat 42)
66
 
3. Macam-macam „urf 
Menurut Al-Zarqa‟ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, „urf (adat 
kebiasaan) dibagi pada tiga macam :
67
 
a. Dari segi obyeknya 
1) Al-‟urf al-Lafzi (adat istiadat/kebiasaan yang menyangkut 
ungkapan) 
Yaitu sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam 
mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu., 
sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas 
dalam fikiran masyarakat. 
                                                             
66 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1971). hlm. 360. 
67
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I, Cet. II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 
139-141. 
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2) Al-‟urf al-„amali (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk 
perbuatan) 
Yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 
perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud 
dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam 
masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan 
orang lain. 
b. Dari segi cakupannya 
1) Al-‟urf al-amm (adat yang bersifat umum)  
Yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh 
masyarakat dan di seluruh daerah. 
2) Al-‟urf al-khas (adat yang bersifat khusus) 
Yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 
tertentu. 
c. Dari segi keabsahannya 
1) Al-‟urf aṣ-Ṣaḥīḥ (adat yang sah) 
Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak 
bertentangan dengan Al-Qur‟an dan as-sunnah, tidak 
menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa 
madharat kepada mereka. 
2) Al-‟urf al-fāsid (adat yang ruask) 
Yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil 
syara‟ dan kaidah-kadiah dasar yang ada dalam syara‟. 
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4. Syarat-syarat „urf 
Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat 
bagi „urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:68 
a. „urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat 
b. „urf itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada 
dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya. 
c. „urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada 
(berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian 
d. „urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara‟ yang ada atau 
bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. 
Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa „urf dapat dijadikan 
sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum syara‟, jika memenuhi 
syarat berikut:
69
 
a. „Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat 
perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya „urf itu berlaku 
dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan 
keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. 
b. „Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. Artinya, „urf yang akan dijadikan sandaran 
hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan 
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 Amir Syarifuddin, Ushil Fiqih II, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 400-403.  
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 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: Amzah, 
2009), hlm 335-336. 
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hukumnya. Dalam kaitannya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah 
yang berbunyi: 
ّاطلا فرعلل ةبرع لَئر 
Artinya: „urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran 
hukum terhadap kasus yang telah lama. 
c. „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 
dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua 
belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus 
dilakukan, seperti dalam membeli barang elektronik, disepakati oleh 
pembeli dan penjual secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri 
oleh pembeli ke rumahnya. Sekalipun „urf menentukan bahwa lemari 
es yang dibeli akan diantarkan pedagang ke rumah pembeli, tetapi 
karena dalam akad secara jelas bahwa pembeli akan membawa barang 
tersebut sendiri ke rumahnya maka „urf itu tidak berlaku lagi. 
d. „Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan 
hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. „urf seperti ini 
tidak dapat dijadikan dalil syara‟, karena kehujjahan „urf bisa diterima 
apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang 
dihadapi. 
5. Kehujjahan „Urf 
„Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara‟ 
tersendiri. Pada umumnya, „urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan 
umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. 
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Dengan „urf dikhususkan lafal yang‟amm (umum) dan dibatasi yang 
mutlak.
70
 Para ulama sepakat bahwa „urf ṣaḥīḥ dapat dijadikan dasar 
hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‟. Ulama Malikiyah 
terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat 
dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa 
pendapat ulama Kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‟i 
terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi 
beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini 
menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja 
„urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.71 
6. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan „Urf 
Diantara kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan „urf 
yaitu: 
72
 
علااةمّكمُ ةِ 
Artinya: “ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum” 
 ّنلا لامعتسا ّجح سالمعلا بيج ةوب 
Artinya: “Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib 
beramal dengannya”  
لأا ّيرغت ركني لَنامزلأا ّيرغتب ماكح 
Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) 
dengan perubahan masa”.  
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 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, cet IV, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM SANKSI ADAT PEMBATALAN PEMINANGAN DI 
DESA PULUTAN WETAN KECAMATAN WURYANTORO KABUPATEN 
WONOGIRI 
A. Gambaran Umum Desa 
1. Kondisi Geografis 
Desa Pulutan Wetan adalah Desa yang secara administratif berada 
dalam wilayah Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Secara 
geografis Desa Pulutan Wetan berada di barat wilayah Kabupaten 
Wonogiri dengan titik koordinat 110.854003 LS/LU  -7.872638  BT/BB 
dengan luas wilayah 815 Ha. 
2. Batas Desa 
Secara administratif Desa Pulutan Wetan merupakan salah satu 
wilayah yang masih memiliki status Desa dari 8 Desa yang ada di 
Kecamatan Wuryantoro. Adapun batas wilayah Desa Pulutan Wetan 
adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara  : Desa Manyaran Kecamatan Manyaran 
Sebelah Selatan : Desa Mlopoharjo Kecamatan Eromoko 
Sebelah Timur : Desa Gumuwang Lor Kecamatan Wonogiri 
Sebelah Barat  : Desa Pulutan Kulon Kecamatan Manyaran 
3. Luas Wilayah 
a. Lahan Sawah  : 84 Ha 
b. Lahan Ladang  : 460 Ha 
c. Lahan Perkebunan : 0 Ha 
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d. Hutan   : 0 Ha 
e. Waduk   : 0 Ha 
f. Lahan lainnya  : 271 Ha 
4. Topografi 
Desa Pulutan Wetan terdiri dari 11 Dusun, 11 RW, dan 31 RT, 
yaitu : 
a. Dusun Purno Lor, meliputi RW 01: RT.01/01, RT.02/01 dan RT.03/01. 
b. Dusun Ngasinan, meliputi RW 2: RT.01/02, RT.02/02 dan RT.03/02. 
c. Dusun Jomboran, meliputi RW 3: RT.01/03 dan RT.02/03. 
d. Dusun Posong, meliputi RW 4: RT.01/04 dan RT.02/04. 
e. Dusun Suru, meliputi RW 5: RT.01/05, RT.02/05 dan RT.03/05. 
f. Dusun Sumberejo, meliputi RW 6: RT.01/06 dan RT.02/07. 
g. Dusun Pulutan, meliputi RW 7: RT.01/07, RT.02/07, RT.03/07 dan 
RT.04/07. 
h. Dusun Purno kidul, meliputi RW 8: RT.01/08, RT.02/08 dan RT.03/08. 
i. Dusun Klampok, meliputi RW 9:RT.01/09, RT.02/09, RT.03/09 dan 
RT.04/09. 
j. Dusun Tiken, meliputi RW 10: RT.01/10, RT.02/10 dan RT.03/10. 
k. Dusun Gudan, meliputi RW 11: RT.01/011 dan RT.02/11. 
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B. Gambaran Umum Demografis 
1. Kependudukan 
Berikut data kependudukan Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri berdasarkan klasifikasi umur: 
No Klasifikasi Umur Jumlah 
1 0 – 10 Tahun 503 
2 11 – 20 Tahun 658 
3 21 – 30 Tahun 526 
4 31 – 40 Tahun 247 
5 41 – 50 Tahun 531 
6 51 – 60 Tahun 542 
7 61 – 70 Tahun 437 
8 71 – 75 Tahun 185 
9 Lebih dari 75 Tahun 149 
 Jumlah Total 3778 
 
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat 
Berikut data pendidikan masyarakat Desa Pulutan Wetan 
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri: 
No Pendidikan Masyarakat Jumlah 
1 Taman Kanak-kanak 120 
2 Sekolah Dasar 364 
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3 SMP/Sederajat 147 
4 SMA/Sederajat 214 
5 Diploma 17 
6 Sarjana 9 
 
3. Pekerjaan/Mata Pencaharian 
Mata Pencaharian atau Pekerjaan yang diampu oleh masyarakat 
Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
meliputi: 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 PNS 27 
2 TNI/Polri 5 
3 Swasta/BUMN 27 
4 Pedagang 290 
5 Petani 2.393 
6 Buruh Tani 11 
7 Nelayan 2 
8 Peternak 4 
9 Pengrajin 51 
10 Pekerja Seni 32 
11 Pensiunan 25 
12 Lainnya 609 
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4. Agama/Aliran Kepercayaan 
Kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri adalah : 
 
No. Agama Jumlah 
1 Islam 3632 
2 Kristen 98 
3 Katholik 48 
 Total 3778 
 
5. Perekonomian 
Perekonomian yang terdapat di Desa Pulutan Wetan bersumber 
dari : 
a. Pertanian 
Hasil tanaman pertanian berdasarkan luas lahan yang 
dihasilkan oleh Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro 
Kabupaten Wonogiri adalah: 
No Hasil Tanaman Luas Lahan Jumlah/Ha 
1 Jagung 25,00 Ha 13,00 Ton/Ha 
2 Kacang Kedelai 25,00 Ha 4,00 Ton/Ha 
3 Kacang Tanah 20,00 Ha 4,00 Ton/Ha 
4 Padi 115,00 Ha 8,00 Ton/Ha 
5 Ubi Kayu 40,00 Ha 14,00 Ton/Ha 
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b. Perkebunan 
Adapun hasil perkebunan berdasarkan luas lahan dari Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri adalah: 
No Buah Luas Lahan Jumlah/Ha 
1 Mangga 10,00 Ha 5,00 Ton/Ha 
2 Rambutan 7,00 Ha 4,00 Ton/Ha 
3 Sawo 9,00 Ha 4,00 Ton/Ha 
4 Pisang 25,00 Ha 3,00 Ton/Ha 
 
c. Peternakan 
Berikut adalah populasi hewan ternak yang terdapat Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri yaitu: 
No Jenis Ternak Jumlah 
Pemilik 
Perkiraan Jumlah 
Populasi 
1 Sapi 600 orang 900 ekor 
2 Ayam Kampung 750 orang 7500 ekor 
3 Bebek 40 orang 200 ekor 
4 Kambing 650 orang 1950 ekor 
5 Angsa 5 orang 20 ekor 
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C. Struktur Organisasi  
Adapun struktur organisasi dari Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri adalah: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Desa 
Suyanto 
Sekertaris 
Samin 
Kepala Urusan 
Parino  
Kaor Pelayanan 
Sriwanto 
Pulutan Lor 
Supatno 
Kaor Perencanaan 
Kasino 
Bendahara 
Wuryanti 
Suru 
Sukino 
Tiken 
Suyatno 
Gudan 
Puryanti 
Sumberejo 
Marino 
Pulutan 
Marino 
Purno Kidul 
Supatna 
Posong 
Suroto 
Jomboran 
Maryono 
Ngasinan 
Supatno 
Klampok 
Sutarman 
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D. Sejarah Tradisi Diberlakukannya Sanksi Adat Pembatalan Peminangan 
di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
Sebelum melaksanakan pernikahan, masyarakat di Desa Pulutan 
Wetan seperti halnya masyarakat pada umumnya juga melaksanakan terlebih 
dahulu peminangan (khiṭbah) atau yang biasa disebut oleh masyarakat jawa 
sebagai tembungan/naleni. Saat peminangan, pihak laki-laki mengutarakan 
maksud kedatangannya untuk meminang pihak perempuan untuk dijadikan 
isteri. Pada saat tembungan/naleni, biasanya pihak laki-laki dan keluarganya 
membawa serta uang belanja, jajanan pasar, dan cincin sebagai simbol 
peningset atau pengikat bahwasanya pihak perempuan sudah menjadi 
pinangannya. Setelah pinangan diterima dan peningset dipakai (tukar cincin), 
kemudian selanjutnya ditentukan pula tanggal pernikahan yang disepakati 
kedua belah pihak.  
Di Desa Pulutan Wetan ini setelah tanggal pernikahan ditentukan, 
maka secara serta merta diberlakukanlah pula sanksi adat apabila ada pihak 
yang membatalkan peminangan. Masyarakat setempat menganggap 
bahwasanya membatalkan peminangan adalah sebuah perbuatan yang 
mencemarkan nama baik keluarga maupun masyarakat disekitarnya karena 
dinilai telah menganggap remeh sebuah pernikahan yang sakral.   
Dalam hukum adat ini, ada dua poin yang berlaku. Poin pertama 
disebut Pepalang, yaitu jika pihak pasangan putra ataupun putri membatalkan 
peminangan sehingga otomatis tidak akan melanjutkan rencana pernikahan, 
maka akan dikenakan sejumlah denda sesuai nominal yang telah disepakati. 
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Sedangkan poin kedua disebut Gol, yaitu jika ada salah seorang anggota 
keluarga dari salah satu calon mempelai yang meninggal dunia, maka hari H 
pernikahan dapat ditunda bulan atau tahunnya sesuai kesepakatan dan 
diadakan pertemuan kembali. Atau bisa juga saat ada anggota keluarga yang 
sakit parah, tanggal pernikahannya bisa dipercepat.
1
  
Selain itu, masyarakat di Desa Pulutan Wetan ini juga mempunyai 
kesepakatan mengenai tenggang waktu antara prosesi peminangan sampai 
dilangsungkannya pernikahan. Yakni maksimal enam bulan setelah 
peminangan dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Bapak 
Sukidi, adanya tenggang waktu ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan seperti perselingkuhan, pertengkaran, atau hal-hal lain yang 
dapat menimbulkan batalnya rencana pernikahan.
2
 
Sementara nominal sanksi adat ini dapat berupa uang ataupun bahan-
bahan matrial (seperti pasir, dan sebagainya). Masing-masing dusun sudah 
mempunyai aturan tersendiri mengenai nominal denda yang harus dibayar. 
Sudah ada dua Dusun yang memberlakukan denda tersebut, yakni Dusun 
Purno Kidul dan Dusun Klampok yakni pada tahun 2017 dan 2018. Pada 
tahun 2015 di Dusun Purno Kidul, diterapkan denda sebanyak Rp. 10 juta 
terhadap kasus pembatalan peminangan oleh saudara S terhadap saudari MR. 
Kemudian di tahun 2017 juga terjadi lagi kasus pembatalan peminangan di 
Dusun Purno Kidul oleh saudara RH terhadap saudari AA yang semula 
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 Wawancara dengan Penanggung Jawab Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Sukidi di 
Kantor Balai Desa Pulutan Wetan pada hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2019 Pukul 13.00 WIB. 
2  Ibid. 
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dendanya berupa 8 rit pasir, dirupiahkan menjadi 10 juta rupiah. Kasus yang 
terbaru terjadi pada tahun 2018 di Dusun Klampok dimana kedua belah pihak 
sepakat untuk membatalkan peminangan, yakni saudara LH dan saudari DP 
yang keduanya dikenai denda 20 juta (masing-masing 10 juta rupiah) yang 
kemudian dibelikan bahan matrial guna pembangunan infrastruktur Desa.
3
 
Diberlakukannya sanksi adat berupa denda yang harus dibayar atas 
pembatalan peminangan ini bermula dari kekhawatiran Para Sesepuh Desa 
akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang akan berakibat pada 
batalnya pinangan. Guna mencegah hal itu terjadi, maka diadakanlah 
musyawarah pada tahun 1980-an dan akhirnya diambil kesepakatan 
bahwasanya akan diberlakukan sanksi adat bagi orang yang membatalkan 
pinangan. Nominal yang disepakatipun seiring berjalannya waktu bertambah 
sejalan dengan menaiknya nilai rupiah. Menurut penuturan Bapak Suyanto 
selaku Kepala Desa Pulutan Wetan selama 3 periode berturut-turut, denda 
yang dibayarkan ini nantinya masih dipecah 50% untuk pihak keluarga yang 
dirugikan, 25% untuk kas Dusun dan Desa, dan 25% nya lagi dikembalikan 
kepada pihak yang membayar. Sedangkan apabila denda tersebut berupa 
bahan-bahan matrial, maka semuanya akan masuk ke Desa untuk membangun 
infrastruktur seperti jalan dan lain sebagainya.
4
 
Perjanjian sanksi adat berupa denda jika terjadi pembatalan 
peminangan ini juga tertulis dalam surat perjanjian bermaterai dan 
                                                             
3 Wawancara dengan Kepala Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Suyanto di Kantor Balai 
Desa Pulutan Wetan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 11.38 WIB. 
4 Ibid. 
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ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka jika salah satu pihak melanggar 
perjanjian tersebut, perbuatan itu akan disebut sebagai wanprestasi (ingkar 
janji) dan akan berakibat hukum sesuai dengan isi perjanjian yang telah 
disepakati. 
E. Wawancara dengan Para Pihak yang pernah Membatalkan Pinangan  di 
Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
Seperti telah dijelaskan diatas, masyarakat Desa Pulutan Wetan 
sebelum melaksanakan pernikahan akan lebih dulu melakukan pinangan atau 
tembungan. Saat acara itulah pihak laki-laki menyampaikan maksud 
kedatangannya untuk menjadikan pihak perempuan sebagai seorang isteri. 
Jika pihak perempuan tersebut menerima pinangan dari pihak laki-laki, maka 
langkah selanjutnya adalah menentukan tanggal pernikahan. Pada saat 
peminangan atau tembungan ini, pihak laki-laki umumnya membawa uang 
belanja, jajanan pasar, dan cincin sebagai simbol peningset. Ada juga pihak 
laki-laki yang sudah membawa perhiasan selain cincin, dan seserahan. 
Tergantung tingkat kemapanan ekonomi keluarga pihak laki-laki.  
Setelah prosesi tukar cincin dilaksanakan, maka selanjutnya akan 
ditentukan tanggal pernikahan menurut perhitungan jawa. Setelah tanggal 
ditetapkan, maka akan ditentukan pula sanksi adat terhadap pembatalan 
peminangan tersebut.   
Seperti yang dialami oleh pasangan S dan MR di tahun 2015. S 
meminang MR dengan membawa cincin 2 setengah gram, uang belanja 
sebesar Rp. 1.500.000 dan beraneka macam jajanan pasar. Setelah mereka 
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bertunangan, keduanya mengalami percekcokan yang hebat sehingga S 
merasa sudah tidak cocok lagi dan tertarik oleh perempuan lain. S 
beranggapan bahwa makin hari sikap MR berubah menjadi sosok yang tidak 
ia kenal. Sampai akhirnya S pun memutuskan untuk membatalkan 
peminangan mereka dan akhirnya membayar denda sanksi adat tersebut 
sebesar Rp.10.000.000.
5
 
Kasus pembatalan peminangan juga terjadi pada pasangan RH dan 
AA pada tahun 2017. RH meminang AA dengan membawa cincin sebesar 2 
gram, kalung 5 gram, uang belanja sebesar Rp.5.000.000, seperangkat 
pakaian, dan aneka jajanan pasar. Setelah tanggal pernikahan sudah semakin 
dekat, ternyata RH baru mengetahui bahwasanya AA selingkuh dengan laki-
laki lain. RH yang sudah terlanjur sakit hati tidak terima dengan perbuatan 
AA. Diapun akhirnya memilih untuk membatalkan peminangan dengan AA. 
Karna RH merasa tidak bersalah, RH awalnya tidak mau membayar denda. 
Kemudian akhirnya perkara ini diselesaikan dan dirembuk kembali oleh 
keluarga kedua belah pihak yang ditengahi oleh Hakim Desa dan tetua disana. 
Akhirnya denda yang tertulis pada surat perjanjian tetap harus dibayarkan 
bagaimanapun kondisinya, akan tetapi besaran jumlah denda sebesar 
Rp.16.000.000 ditanggung oleh kedua belah pihak. Uang Rp.16.000.000 
tersebut kemudian dibagi menjadi 25% untuk kas Desa, 25% dikembalikan 
kepada yang membatalkan khitbah, dan 50% kepada pihak yang ditinggalkan. 
                                                             
5  Dalam hal ini penulis belum berhasil menemui kedua belah pihak secara langsung 
dikarenakan pihak yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di kediamannya tersebut. 
Penulis mengetahui informasi tersebut melalui Bapak Suyanto selaku Kepala Desa Pulutan Wetan. 
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Disamping itu, pihak perempuan juga harus mengembalikan cincin sebesar 2 
gram, kalung 5 gram, uang belanja sebesar Rp.5.000.000 yang sudah 
dibayarkan saat peminangan.
6
  
Kasus pembatalan peminangan yang terbaru juga terjadi di tahun 
2018, hal ini menimpa pasangan LH dan DP. Kasus LH dan DP ini sedikit 
berbeda dengan kedua kasus sebelumnya. Jika kedua kasus sebelumnya 
hanya salah satu pihak saja yang membatalkan peminangan, lain halnya 
dengan LH dan DP. Mereka keduanya sepakat untuk membatalkan 
pertunangan mereka. LH dan DP sama-sama merantau kemudian di 
perantauan, mereka sama-sama menyukai orang lain. Akhirnya keduanyapun 
sepakat untuk tidak melanjutkan rencana pernikahan mereka. Karena kedua 
belah pihak sama-sama membatalkan peminangan, kedua belah pihak pun 
tetap dikenai denda pembatalan peminangan sesuai apa yang telah tercantum 
di dalam surat perjanjian saat peminangan. Keduanya dikenai denda 
Rp.20.000.000 yang pembayarannya masing-masing Rp.10.000.000 yang 
semuanya dibelikan bahan-bahan matrial untuk pembangunan infrastruktur 
Desa.
7
 
 
                                                             
6 Wawancara dengan saudara RH yang pernah membatalkan pinangan di kediamannya di 
Dusun Secang Kidul Desa Ngunggahan Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, pada hari 
Selasa, Tanggal 22 Oktober 2019 Pukul 17.00 WIB. 
7 Wawancara dengan saudari DP yang pernah membatalkan pinangan di kediamannya di 
Dusun Klampok Desa Pulutan Wetan, pada hari Sabtu, Tanggal 02 November 2019 Pukul 08.00 
WIB. 
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F. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Adanya Sanksi Pembatalan 
Khitbah  
 
Dalam pelaksanaannya, pembatalan khitbah yang dilakukan oleh 
masyarakat Pulutan Wetan adalah dengan menerapkan denda materiil. 
Seorang tokoh desa, Sutarno, mengatakan bahwa sanksi terhadap pembatalan 
khitbah itu merupakan suatu hal yang bagus, karena dengan adanya sanksi 
tersebut maka masyarakat desa di sana dapat lebih berhati-hati dan tidak 
menyepelekan khitbah itu sendiri. Diberlakukannya denda tersebut bertujuan 
untuk membuat jera, serta untuk membantu mencegah terjadinya pembatalan 
khitbah.
8
 
Sedangkan, tokoh agama, Ahmad Syaifuddin, mengatakan bahwa ia 
setuju dengan adanya sanksi pembatalan khitbah tersebut, dikarenakan 
menurutnya khitbah adalah suatu hal yang mengikat dalam waktu jenjang 
sebelum pernikahan maka khitbah itu beliau anggap suatu hal yang penting 
dalam proses menuju pernikahan. Beliau juga mengatakan bahwa jika terjadi 
pembatalan khitbah maka dapat memunculkan dampak yang negatif seperti 
beban moral bagi pihak yang dibatalkan serta dapat memutus tali silaturrahmi 
dan menimbulkan permusuhan. 
9
 
Adapun menurut Paiman dan Suroto, selaku masyarakat desa tersebut, 
mengatakan bahwa mereka menyetujui akan adanya sanksi tersebut, mereka 
mengatakan bahwa sanksi tersebut dapat digunakan sebagai ancaman agar 
                                                             
8 Wawancara dengan tokoh Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Sutarno di kediamannya 
pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 13.00 WIB. 
99 Wawancara dengan tokoh agama Pulutan Wetan yakni Bapak Ahmad Syaifuddin di 
kediamannya pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB. 
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tidak terjadi adanya pembatalan khitbah, maka jika tetap ada yang berani 
melakukan pembatalan tersebut  ia harus siap menerima resiko yaitu denda itu 
sendiri. 
10
 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
para tokoh dan masyarakat desa tersebut setuju akan dibelakukannya sanksi 
pembatalan khitbah karena sebenarnya hal tersebut memang bertujuan 
memang untuk kebaikan dan menghindari terjadinya masalah-masalah yang 
timbul akibat pembatalan khitbah tersebut. 
                                                             
10
 Wawancara dengan bapak Paiman dan Suroto selaku masyarakat Desa Pulutan Wetan 
di Balai Desa Pulutan Wetan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 12.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Mekanisme Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pembatalan Peminangan 
Di Desa Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
 
Adapun menurut Bapak Suyanto selaku Kepala Desa Pulutan Wetan, 
tata cara yang dilakukan oleh Desa Pulutan Wetan dalam melakukan 
pembatalan peminangan adalah :
1
 
1. Pihak yang ingin membatalkan khiṭbah mengutus salah satu keluarga atau 
kerabat dekat kepada kepala dusun dan keluarga yang ingin dibatalkan 
khitbahnya dan kemudian utusan tersebut memberitahukan maksud dari 
keluarga yang ingin membatalkan. 
2. Setelah utusan tersebut selesai menjalankan tugasnya, Kepala dusun lalu 
memberitahukan akan adanya pembatalan khitbah ini kepada Kepala Desa. 
3. Kemudian Kepala Desa menentukan waktu pertemuan kedua keluarga 
tersebut dan mengutus bawahannya untuk mengundang mereka di rumah 
salah satu keluarga tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
4. Setelah keluarga tersebut dikumpulkan maka kemudian pihak yang ingin 
membatalkan khiṭbah dipersilahkan untuk mengutarakan maksud dan 
alasan atas pembatalan khitbah tersebut. 
                                                             
1
Wawancara dengan Kepala Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Suyanto di Kantor Balai 
Desa Pulutan Wetan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 11.38 WIB. 
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5. Lalu setelah itu kedua keluarga di dampingi Kepala Desa diberikan waktu 
untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
6. Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi 
kesenjangan antar kedua keluarga tersebut. 
7. Setelah terjadi kesepakatan maka kemudian kesepakatan tersebut ditulis 
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
8. Proses selesai. 
Proses diatas adalah proses umumnya pembatalan khiṭbah di Desa 
tersebut. Bilamana terdapat suatu pembatalan yang berbeda dari lainnya maka 
akan berbeda pula prosesnya. Seperti halnya pembatalan khiṭbah yang terjadi 
pada tahun 2017 yaitu pasangan RH dan AA, dimana dalam hal ini pihak 
perepuan yang melakukan kesalahan namun pihak laki-laki yang meminta 
pembatalan khiṭbah tersebut, alhasil pihak laki-lakilah yang dibebani denda 
pembatalan khiṭbah padahal pihak perempuanlah yang bersalah. Dalam hal ini 
terdapat beberapa tahapan yang berbeda dalam hal proses pembatalannya.  
Adapun tahapan yang dilakukan dalam kasus tersebut meliputi:
2
 
1. Pihak yang ingin membatalkan khiṭbah mengutus salah satu keluarga atau 
kerabat dekat kepada kepala dusun dan keluarga yang ingin dibatalkan 
khiṭbahnya dan kemudian utusan tersebut memberitahukan maksud dari 
keluarga yang ingin membatalkan. 
                                                             
2
Wawancara dengan Kepala Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Suyanto di Kantor Balai 
Desa Pulutan Wetan pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2019 Pukul 11.38 WIB. 
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2. Setelah utusan tersebut selesai menjalankan tugasnya, Kepala dusun lalu 
memberitahukan akan adanya pembatalan khiṭbah ini kepada Kepala Desa. 
3. Kemudian Kepala Desa menentukan waktu pertemuan dan menunjuk 
hakim desa guna membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu 
kemudian kepala desa mengutus bawahannya untuk mengundang mereka 
di balai desa sebagai tempat untuk menyelelesaikan permasalahan sesuai 
waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Orang yang ditunjuk sebagai 
hakim ini adalah orang yang berpendidikan dan dipandang cakap untuk 
menjadi hakim, penunjukkan ini dilakukan oleh kepala desa. 
4. Setelah keluarga tersebut dikumpulkan maka kemudian pihak yang ingin 
membatalkan khiṭbah dipersilahkan untuk mengutarakan maksud dan 
alasan atas pembatalan khiṭbah tersebut. 
5. Lalu setelah itu kedua keluarga di dampingi Kepala Desa dan juga hakim 
desa sebagai penengah diberikan waktu untuk bermusyawarah untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut.  
6.  Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi 
kesenjangan antar kedua keluarga tersebut. 
7. Setelah terjadi kesepakatan maka kemudian kesepakatan tersebut ditulis 
dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
8. Proses selesai. 
Pembatalan khiṭbah sebelum akad pernikahan memang masih bisa 
dilakukan. Namun, hal ini merupakan sesuatu yang tercela dan tidak disukai 
oleh pihak manapun, terutama pihak yang dibatalkan. Bilamana alasan 
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pembatalan adalah karena adanya masalah yang terkait dengan syari’at, maka 
itu mungkin bisa lain ceritanya. 
Adapun masyarakat di Desa Pulutan Wetan ini mayoritas beragama 
Islam. Oleh karena itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan 
sering dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman terhadap agama mereka. 
Pembatalan peminangan bukanlah sesuatu yang sepele dan bisa dianggap 
enteng semata, khususnya bagi orang yang tahu menahu tentang agama. Hal 
ini memang  harusnya tidak dilakukan jika memang tidak ada syariat Islam 
yang membolehkannya. 
Menurut bapak Ahmad Syaifuddin selaku tokoh Agama desa Pulutan 
Wetan, masyarakat Desa ini menempuh jalan sendiri dalam pelaksanaan 
pembatalan peminangan. Cara ini sudah menjadi tradisi masyarakat dari dulu 
sampai sekarang, sehingga menjadi adat-istiadat masyarakat setempat.
3
 
B. Perspektif ‘Urf Terhadap Sanksi Adat Pembatalan Peminangan Di Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
Peminangan atau khitbah sebenarnya belum menimbulkan akibat 
hukum diantara kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Islam yang 
telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pinangan belum  menimbulkan akibat 
hukum sehingga para pihak bebas untuk membatalkan pinangannya. Jadi, 
pembatalan peminangan merupakan perbuatan yang dibolehkan. Sedangkan 
pembatalan atau pemutusan hubungan peminangan tersebut dilakukan dengan 
cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat agar 
                                                             
3
Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Pulutan Wetan yakni Bapak Ahmad Syaifuddin 
di kediamannya  pada hari Rabu, Tanggal 25 Desember 2019 Pukul 09.00 WIB. 
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tetap terbina kerukunan antar manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan 
sanksi pembatalan khiṭbah itu sendiri belum dibahas secara rinci. 
Meskipun membatalkan pinangan atau khiṭbah itu diperbolehkan, akan 
tetapi hal tersebut tetap termasuk perbuatan yang tercela karena telah 
mengingkari janji untuk melangsungkan pernikahan (wanprestasi). Selain itu, 
membatalkan pinangan juga akan membuat keluarga salah satu pihak merasa 
kecewa sehingga akan menimbulkan permusuhan. Ingkar janji adalah 
perbuatan yang dibenci Allah. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim, yaitu: 
 اصلاخ اقفانم ناك هيف نك نم عبرأ :لاق ملسو هيلع للها ىلص بينلا نأ ،رمع نب للها دبع نع
ةلصخ هبف تناك نم و ةلصخ هيف تناك نهنم ا نملتمؤا اذإ :اهعدي تىح قافن اذذو ناخ ن
رجف مصاخ اذذ وردغ دهاع اذذو بذك ثدح 
Abdullah bin Amru berkata: Nabi pernah bersabda, “Empat sifat yang 
apabila dimiliki seseorang maka ia adalah munafik murni. Dan siapa saja 
yang memiliki salah satu di antara empat sifat tersebut, itu berarti ia telah 
menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan, yaitu apabila diberi 
amanat ia berkhianat, apabila berbicara ia berbohong.” 
Secara prinsipal diberlakukannya sanksi berupa pembayaran sejumlah 
denda di Desa Pulutan Wetan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan 
berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjelang hari 
pernikahan yang sudah ditentukan. Dengan besarnya denda yang harus 
dibayar akibat pembatalan peminangan, pasangan yang berniat membatalkan 
peminangan diharapkan akan mengurungkan niat mereka sehingga 
pernikahan akan tetap terlaksana. Hal ini juga selaras dengan konsep Sad adz-
dzari‟ah. Sanksi pembatalan peminangan berfungsi untuk menutup 
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kemungkinan terjadinya pembatalan peminangan. Akan tetapi, denda 
pembatalan peminangan dalam beberapa kasus justru malah akan 
memberatkan orang itu sendiri.  
Tradisi berupa sanksi adat pembatalan peminangan di Desa Pulutan 
Wetan ini termasuk ke dalam „urf, seperti yang telah dikemukakan oleh  
Wahbah al-Zuhaily dan Abd. Wahab Khallaf yang mengatakan bahwasanya 
„urf adalah perbuatan yang sudah berulang kali dilakukan dalam masyarakat, 
dan sudah menjadi kebiasaan, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. 
Dengan begitu, sanksi adat pembatalan peminangan di Desa Pulutan Wetan 
ini merupakan termasuk dalam „urf.  
Dari segi objeknya, sanksi adat berupa denda pembatalan 
peminangan ini termasuk ‟urf al-„amalī yakni adat istiadat masyarakat yang 
berupa perbuatan. Sedangkan menurut cakupannya termasuk „urf al-khāṣ 
atau „urf yang bersifat khusus yang terjadi dan berlaku di daerah dan 
masyarakat tertentu yaitu hanya berlaku di Desa Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri. Sedangkan menurut keabsahannya, sanksi 
adat pembatalan peminangan ini perlu dianalisis lebih dalam apakah 
termasuk Al-„urf aṣ-Ṣaḥīḥ ataukah Al-‟urf al-fāsid. 
Ada beberapa point yang perlu dianalisa terkait adat pembatalan 
peminangan ini, antara lain yang pertama, apakah sanksi adat pembatalan 
peminangan itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak, seperti tidak 
mengandung syirik, tidak menimbulkan kemadhorotan, dan sebagainya. 
Kedua, nominal denda yang dijatuhkan apakah sudah sesuai dengan ajaran 
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agama Islam, sudah sesuai dengan prinsip keadilan, atau malah memberatkan 
salah satu pihak. Jika sanksi adat pembatalan peminangan ini malah 
memberatkan salah satu pihak dan mengandung madhorot, maka termasuk 
adat yang tidak baik sehingga tidak boleh diikuti. 
Jika melihat kepada tiga kasus pembatalan peminangan seperti yang 
sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, sanksi adat pembatalan 
peminangan di Desa Pulutan Wetan ini belum seluruhnya memberikan 
dampak positif atau maṣlaḥah untuk kedua belah pihak.  
1. Kasus pembatalan peminangan pasangan S dan MR pada tahun 2015 
Pada kasus pasangan S dan MR, keduanya mengalami cekcok 
sehingga pihak laki-laki membatalkan pinangannya dan bersedia 
membayar denda Rp.10 juta sesuai kesepakatan sebelumnya saat prosesi 
peminangan. Denda tersebut kemudian dibagi menjadi 50% untuk S, 
25% untuk kas Desa, dan 25% lagi dikembalikan kepada S. Dengan 
dibayar nya denda tersebut, dapat menjadi simbol tanggung jawab serta 
untuk mengobati dan meredam rasa kecewa maupun amarah pihak 
keluarga yang pinangannya dibatalkan. Sanksi adat ini tentu membawa 
maṣlaḥah untuk kedua belah pihak. Pihak yang bersalah harus menerima 
konsekuensi yaitu membayar denda atas perbuatannya tersebut sesuai 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini, pihak 
yang bersalah adalah pihak yang membatalkan peminangan karena telah 
mengingkari janji (wanprestasi). Sedangkan ingkar janji adalah suatu 
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perbuatan yang tercela. Seperti dalam Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 34 
berbunyi: 
                                  
          
“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” 
 
Di dalam Hadits Nabi juga disebutkan: 
 
 َُةيآ ْؤا اَذِإ َو ،َبَذَك َث َّدَح اَذِإ ٌثَلََث ُقِفاَنُمْلا َفَلْخَأ َدَعَو اَذِإ َو ،َناَخ َنُِتم  
“Tanda-tanda munafiq itu ada tiga, yaitu jika berbicara ia berdusta, 
jika diberi kepercayaan ia berkhianat, dan jika ia berjanji ia 
mengingkari.”  
 
Dalam kasus ini, denda pembatalan peminangan termasuk tepat 
atau benar dalam penyelesaiannya. Karena dapat menyelesaikan 
permasalahan pembatalan peminangan. Seperti disebutkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam yanng sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya, 
bahwasanya pembatalan atau pemutusan hubungan peminangan 
dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan 
kebiasaan setempat agar tetap terbina kerukunan antar manusia sebagai 
makhluk sosial. 
2. Kasus pembatalan peminangan pasangan RH dan AA pada tahun 2017 
Pada kasus pasangan RH dan AA, penyebab pembatalan 
peminangan sebenarnya ada pada saudari AA, maka pihak yang bersalah 
adalah saudari AA. Akan tetapi, karena yang membatalkan peminangan 
adalah saudara RH, maka saudara RH tetap dikenai denda. Dari sudut 
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pandang korban (RH) tentu ini sangat tidak adil dan memberatkan. 
Tetapi karena sudah terlanjur sakit  hati kepada AA dan sudah benar-
benar tidak mau menikahinya, RH terpaksa membayar denda tersebut. 
Denda yang dibayar RH sebesar 16 juta, 25% masuk kepada Kas Desa, 
50% dibayarkan kepada AA, dan 25% dikembalikan kembali kepada 
RH. Uang pinangan sebesar 5 juta rupiah dan juga cincin sebesar 2 gram 
dan kalung 5 gram juga dikembalikan kepada RH. Perselisihan ini 
diselesaikan oleh hakim Desa Pulutan Wetan. Karna perjanjian sudah 
tertulis diatas materai beserta nominal denda, maka mau tidak mau tetap 
harus dibayar. Dalam kasus tersebut, pemberlakuan sanksi adat ini 
belum sepenuhnya memberikan maṣlaḥah terlebih lagi kepada saudara 
RH. Denda dalam aturan ini sama saja memakan harta seseorang dengan 
cara yang bathil.  Seperti firman Allah dalam Qur’an surat An-Nisa’ 
ayat 29: 
                          
                              
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” 
Penyelesaian kasus diatas juga belum sesuai dengan prinsip 
keadilan. konsep keadilan dalam Islam termaktub dalam firman Allah 
SWT Qur’an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi: 
91 
 
 
 
                              
                            
      
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 
Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
Maka dalam kasus ini, penyelesaian pemberlakuan denda 
pembatalan peminangan yang dilakukan dinilai kurang tepat, karena 
yang dikenai denda adalah pihak yang tidak melakukan kesalahan yang 
mengakibatkan putusnya peminangan itu sendiri.  
3. Kasus pembatalan peminangan pasangan LH dan DP pada tahun 2018 
Kasus pembatalan peminangan yang terbaru yaitu pasangan LH 
dan DP, keduanya sepakat untuk membatalkan pinangan mereka. 
Meskipun masing-masing dari mereka sepakat ingin membatalkan 
peminangan, mereka tetap dikenakan denda yang sudah disepakati 
bersama yakni denda Rp.20 juta ditanggung bersama, yang kemudian 
dibelikan matrial untuk infrastruktur Desa. Seharusnya masyarakat 
ataupun tetua Desa tidak berhak untuk memaksa membayar denda 
pembatalan peminangan karena tujuan daripada diberlakukannya sanksi 
adat tersebut adalah upaya untuk mengganti kerugian akibat pembatalan 
peminangan tersebut. Sedangkan  dalam kasus ini, kedua belah pihak 
tidak merasa ada yang dirugikan karena pembatalan tersebut adalah hasil 
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kesepakatan mereka bersama. Maka penyelesaian kasus ini dinilai 
kurang tepat atau bijaksana. 
Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan kepada beberapa 
tokoh masyarakat dan para pelaku pembatalan peminangan di Desa ini, 
penulis menyimpulkan beberapa dampak positif dari pemberlakuan sanksi 
adat pembatalan peminangan yakni: 
1. Sanksi berupa denda ini adalah sebagai simbol tanggung jawab pihak 
yang telah membatalkan peminangan atau ingkar janji. Dengan 
dibayarkannya sejumlah denda ini, diharapkan mampu meminimalisir 
permusuhan antar keluarga karena permasalahan sudah diselesaikan 
melalui cara tersebut. Walaupun pada dasarnya memang materi tidak 
bisa di samakan dengan kepercayaan yang hilang dan rasa kecewa 
keluarga yang dirugikan. 
2. Dengan diberlakukannya sanksi adat ini, masyarakat lain juga bisa 
mengambil pelajaran dari kasus tersebut sehingga diharapkan agar 
kedepannya tidak bermain-main dan menganggap remeh hal ihwal 
pernikahan yang sakral. 
3. Selain diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan, denda ini 
juga masuk kepada kas Desa yang nantinya akan digunakan untuk 
kepentingan masyarakat Desa. Denda berupa barang-barang matrial 
juga digunakan untuk membangun infrastruktur Desa. 
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  Sedangkan dampak negatif dari diberlakukannya sanksi adat 
tersebut antara lain: 
1. Nominal denda yang besar cenderung dapat memberatkan pihak yang 
membatalkan karena tidak semua orang mempunyai keadaan ekonomi 
yang baik. Dalam Islam pun dijelaskan bahwa tidak boleh membebani 
seseorang diluar kemampuannya. Firman Allah swt: 
اَهَعْسُو َّلَِإ اًسْف َن ُللها ُفِّلَُكي َلَ ج 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”. 
(Q. S Al-Baqarah ayat 286) 
 
2. Desa tersebut terkesan memanfaatkan situasi itu untuk memperoleh 
keuntungan guna mengisi kas Desa atau membangun infrastruktur Desa 
karena Desa tetap mendapatkan bagian bagaimanapun kasusnya. 
  Dari beberapa kasus tersebut diatas, penulis menyoroti beberapa 
point yaitu: pertama, sanksi adat pembatalan peminangan ini termasuk 
kedalam adat yang baik karena tidak melanggar syariat Islam, Tidak 
menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang wajib. Denda 
pembatalan peminangan ini merupakan bentuk hukuman (ta‟zir) karena 
telah mempermainkan keseriusan rencana pernikahan. kedua, nominal 
denda yang cukup besar dan penerapannya yang tidak adil didalam 
perjanjian peminangan ini menjadi membebankan salah satu pihak. Seperti 
dalam kasus pasangan RH dan AA, RH tetap dibebani denda karena telah 
membatalkan peminangan padahal dalam kasus tersebut, AA menjadi pihak 
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yang bersalah karena telah berselingkuh. Sehingga hal ini termasuk ke 
dalam adat yang kurang baik karena masih mengandung madharat.  
  Jadi dapat disimpulkan, bahwasanya sanksi adat pembatalan 
peminangan ini merupakan ‟urf aṣ-Ṣaḥīḥ jika memperhatikan beberapa 
aspek sebagai berikut: 
1. Penerapan sanksi adat pembatalan peminangan ini haruslah 
memperhatikan sebab-musabab terjadinya pembatalan peminangan. 
Harus diterapkan secara adil dengan memperhatikan mana pihak yang 
melakukan kesalahan (pihak yang menjadi penyebab pembatalan itu 
terjadi) dan mana pihak yang menjadi korban. Firman Allah swt: 
                             
                                    
                               
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia 
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 
segala apa yang kamu kerjakan (Q. S An Nisa‟ ayat 135) 
 
2. Nominal denda harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak 
yang membatalkan peminangan.  
3. Alokasi denda pembatalan peminangan berupa bahan material haruslah 
dibagi sesuai porsi masing-masing dan hendaknya tidak semua 
dialokasikan kepada pembangunan Desa. Karena disini pihak keluarga 
korban adalah pihak yang dirugikan, maka sebaiknya hasil denda juga 
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diberikan kepada mereka termasuk yang berupa bahan material 
sekalipun agar terciptanya maṣlaḥah antara kedua belah pihak. 
4. Kepada kedua belah pihak yang sama-sama sepakat membatalkan 
peminangan mereka sendiri, masyarakat sekitar tidak berhak untuk 
memaksa dan tetap memberlakukan sanksi yang telah disepakati. 
Karena dalam hal ini kedua belah pihak telah ridho dan merasa tidak 
ada yang dirugikan diantara keduanya. Maka bisa dikatakan bahwa 
terdapat kedzaliman karena tetap dikenakan denda walaupun tidak ada 
yang dirugikan. Firman Allah swt: 
                          
       
Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang 
diperbuat oleh orang-orang yang dzalim. Sesungguhnya Allah 
menangguhkan mereka hingga hari yang ketika itu mata mereka 
terbelalak. (Q.S Ibrahim ayat 42) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis menganalisis uraian masalah dalam bab 
sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa uraian kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam mekanisme penerapan pembatalan peminangan di Desa Pulutan 
Wetan Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri berdasarkan hasil 
wawancara dari Bapak Suyanto selaku Kepala Desa Pulutan Wetan 
adalah seperti proses pada umumnya yakni melalui tahapan laporan 
para pihak kepada Desa, kemudian Desa tersebut turun tangan dan 
membantu menyelesaikan permasalah yang ada. Permasalahn 
diselesaikan dengan cara musyawarah dan dilakukan secara 
kekeluargaan agar mencegah terjadinya permasalahan baru. Terhadap 
permasalah yang dinilai tidak biasa maka dalam prosesnya dipilihlah 
hakim desa untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. 
2. Perspektif ‘Urf terhadap sanksi adat pembatalan peminangan itu 
sendiri adalah pertama, sanksi adat pembatalan peminangan ini 
termasuk kedalam adat yang baik karena tidak melanggar syariat 
Islam, Tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan yang 
wajib. Denda pembatalan peminangan ini merupakan bentuk hukuman 
(ta’zir) karena telah mempermainkan keseriusan rencana pernikahan. 
Kedua, nominal denda yang cukup besar dan penerapannya yang tidak 
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adil didalam perjanjian peminangan ini menjadi membebankan salah 
satu pihak. Ketiga, penyelesaian permasalahan bisa mempengaruhi 
hasil dari ‘urf tersebut apakah menjadi adat yang baik ataukah menjadi 
adat yang tidak baik. Seperti halnya dalam kasus pertama termasuk 
adat yang baik karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dan tidak 
melanggar syari’at Islam.  Namun dalam kasus kedua dan ketiga 
termasuk adat yang tidak baik dikarenakan dalam penyelesaiannya 
tidak terdapat keadilan dan juga masih terdapat kedzaliman 
didalamnya. 
B. Saran 
Penulis ingin memberikan saran terkait dengan penyelesaian 
permasalahan pembatalan peminangan, agar dalam memutus suatu 
keputusan alangkah baiknya diselesaikan dengan dilandaskan syari’at 
Islam. Serta dalam pengelolaan denda pembatalan peminangan agar 
dialokasikan secara profesional dan adil agar benar-benar memberikan 
maslahah bagi semua pihak khususnya pihak yang dirugikan atas kasus 
tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
Hasil Wawancara dengan Narasumber 
Catatan    :  A : Penulis 
         B : Narasumber 
 
1. Pak Suyanto (Kepala Desa Pulutan Wetan) 
A : Bagaimana asal-usul hukum adat disini pak ? 
B  : Dulu itu sekitar tahun 1980 an sudah ada adatnya ini tapi kalo kapan 
pastinya saya juga kurang tahu. 
A  : Kenapa dibuat adat seperti ini pak? apakah sudah pernah dilatarbelakangi 
suatu kasus kemudian diberlakukan sanksi ini  ? 
B  : Sebenarnya belum pernah terjadi, hanya saja masyarakat khawatir kalau 
ada kejadian seperti itu, makannya dibuatlah adat tersebut. 
A  : Dendanya sendiri berupa apa pak ? 
B  : Kalau dendanya itu sendiri ada dua macam, ada yang berbentuk uang dan 
juga matrial. Kalo yang uang itu biasanya yang dikasihin ke keluarga yang 
dibatalkan kalo yang matrial itu yang nanti masuk ke kas desa. Dendanya 
juga makin lama makin nambah biar ada efek takut kalo ada mau 
membatalkan.  
A : Nah kalo denda itu tahun berapa saja pak berubahnya ? 
B  : Dulu sebelum tahun 2008 itu dendanya 3 rit pasir, lalu masuk 2008 
karena ada kasus pembatalan naik menjadi 5 rit pasir. Terus pas 2015 kan 
ada kejadian nah itu sudah naik lagi jadi 10 juta. Habis itu ditahun 2017 
naik lagi juga karna ada kasus lagi jadi 16 juta. Yang terakhir ada kasus 
tahun 2018 itu dendanya sudah sampai 20 juta. Nah setelah itu 
dimusyawarahkan lagi nominal dendanya dan yang sekarng sudah jadi 25 
juta. 
 
 
A : Lah terus nanti dendanya itu diberikan kepada siapa pak ? 
B : Kalau dendanya itu sendiri nanti 50 % dikasih ke yang dibatalkan, 25 % 
masuk kas desa, 25 % lagi dikembalikan sama yang didenda. Jadi memang 
bisa dibilang kalau dendanya itu hanya 75 % dari total denda. 
A : Lalu kalau ada yang menolak untuk membayar dendanya itu bagaimana 
pak ? 
B : Lah itu kan sudah ada surat perjanjiannya, sudah dikasih materai juga, 
kalau tidak mau membayar ya bisa dipinakanan. 
A : Kalau mekanisme atau proses pembatalannya itu sendiri bagaimana pak? 
B : Kalau pembatalan yang umum ya pertama pihak keluarga yang mau 
membatalkan mengutus satu keluarganya ke kepala dusun dan keluarga 
yang ingin dibatalkan. Kedua kepala dusunnya bilang ke kepala desa kalau 
mau ada pembatalan. Ketiga Kepala Desa nya menentukan waktu 
pertemuan kedua keluarga tersebut dan mengutus bawahannya untuk 
mengundang mereka di rumah salah satu keluarga tersebut sesuai waktu 
yang telah ditentukan. Keempat keluarga tersebut dikumpulkan dan pihak 
yang ingin membatalkan khiṭbah diminta mengungkapkan maksud dan 
alasan atas pembatalan tersebut. Kelima, kedua keluarga di dampingi 
Kepala Desa kemudian musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Penyelesaiannya secara kekeluargaan agar tidak terjadi 
kesenjangan. Kalau sudah sepakat kemudian kesepakatan itu ditulis dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sudah begitu saja. 
Kalau yang kasus tahun 2017 itu agak beda, cuman bedanya ya hanya 
penyelesaiannya di balai desa bukan di rumah, terus ada hakimnya yang 
ditunjuk sama desa buat bantu menyelesaikan kasus itu. 
2. Bapak Sukidi (PJ Desa Pulutan Wetan) 
A : Bagaimana proses menuju pernikahan yang ada di desa ini pak ? 
B : Sebelum melaksanakan pernikahan, masyarakat di Desa Pulutan Wetan 
juga melaksanakan terlebih dahulu peminangan atau yang biasa disebut 
 
 
oleh masyarakat jawa sebagai tembungan/naleni. Pada saat 
tembungan/naleni, biasanya pihak laki-laki dan keluarganya membawa 
serta uang belanja, jajanan pasar, dan cincin sebagai simbol peningset atau 
pengikat bahwasanya pihak perempuan sudah menjadi pinangannya. 
Setelah pinangan diterima dan peningset dipakai (tukar cincin), kemudian 
selanjutnya ditentukan pula tanggal pernikahan yang disepakati kedua 
belah pihak.  
Setelah tanggal pernikahan ditentukan, maka secara serta merta 
diberlakukanlah pula sanksi adat apabila ada pihak yang membatalkan 
peminangan. Masyarakat setempat menganggap bahwasanya membatalkan 
peminangan adalah sebuah perbuatan yang mencemarkan nama baik 
keluarga maupun masyarakat disekitarnya karena dinilai telah 
menganggap remeh sebuah pernikahan yang sakral.   
Dalam hukum adat ini, ada dua poin yang berlaku. Poin pertama disebut 
Pepalang, yaitu jika pihak pasangan putra ataupun putri membatalkan 
peminangan sehingga otomatis tidak akan melanjutkan rencana 
pernikahan, maka akan dikenakan sejumlah denda sesuai nominal yang 
telah disepakati. Sedangkan poin kedua disebut Gol, yaitu jika ada salah 
seorang anggota keluarga dari salah satu calon mempelai yang meninggal 
dunia, maka hari H pernikahan dapat ditunda bulan atau tahunnya sesuai 
kesepakatan dan diadakan pertemuan kembali. Atau bisa juga saat ada 
anggota keluarga yang sakit parah, tanggal pernikahannya bisa dipercepat. 
 
 
Selain itu, masyarakat di Desa Pulutan Wetan ini juga mempunyai 
kesepakatan mengenai tenggang waktu antara prosesi peminangan sampai 
dilangsungkannya pernikahan. Yakni maksimal enam bulan setelah 
peminangan dilaksanakan untuk melangsungkan pernikahan. Adanya 
tenggang waktu ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan seperti perselingkuhan, pertengkaran, atau hal-hal lain yang 
dapat menimbulkan batalnya rencana pernikahan. 
3. Bapak Sutarno (Tokoh Desa) 
A : Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi adat pembatalan 
peminangan yang ada di Desa ini? 
B : Sanksi adat di desa ini baik, tujuannya ya agar masyarakat lebih berhati-
hati, juga agar tidak menyepelekan soal pernikahan. Denda tersebut untuk 
membuat efek jera agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pembatalan 
peminangan.”  
4. Bapak Ahmad Syaifuddin (Tokoh Agama) 
A : Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi adat pembatalan 
peminangan yang ada di Desa ini? 
B : Saya setuju dengan adanya sanksi adat ini, karena peminangan itu kan 
suatu hal yang penting juga ya, sebelum memulai ke jenjang pernikahan 
kan diadakan terlebih dulu peminangan. Jika terjadi pembatalan khitbah 
dapat memunculkan dampak yang negatif seperti beban moral bagi pihak 
yang dibatalkan serta dapat memutus tali silaturrahmi dan menimbulkan 
permusuhan. Pernikahan itu kan suatu perbuatan yang sakral, sebagai 
sarana ibadah juga, seharusnya jika sudah ada rencana yang mengarah 
kesitu ya harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.” 
5. Bapak Paiman dan Bapak Suroto 
A : Bagaimana pendapat bapak mengenai sanksi adat pembatalan 
peminangan yang ada di Desa ini? 
B : Kami setuju dengan adanya sanksi adat tersebut, karena itu sebagai 
ancaman dan njagani takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti 
 
 
pembatalan peminangan. jika sudah disetujui dari awal, maka harus siap 
menerima resikonya.” 
 
6. Saudara RH (Pihak yang membatalkan peminangan) 
A. Tahun berapa terjadi pembatalan peminangan tersebut mas? 
B. Tahun 2017 
A. Apa alasan pembatalan peminangan tersebut? 
B. Karna saya tahu kalau calon saya itu diam-diam selingkuh mas. 
A. Lalu saat itu apa mas sudah membicarakan terlebih dahulu dengan 
calon mas kalau mau membatalkan tunangan? 
B. Sudah, saat mengetahui kalau dia selingkuh saya langsung minta 
pertunangan ini batal tapi dia tidak mau. 
A. Lalu apa mas sudah tahu kalau membatalkan peminangan di Desa ini 
berarti mas harus membayar denda? 
B. Iya saya sudah tahu lewat perjanjian saat peminangan itu berlangsung. 
A. Lalu berapa denda yang dibebankan kepada mas? 
B. Sesuai perjanjian tertulis, pihak yang membatalkan peminangan harus 
membayar denda Rp.16.000.000. Karena pihak perempuan dalam 
kasus ini adalah pihak yang salah, lalu kemudian oleh hakim Desa juga 
diwajibkan ikut menanggung denda itu tadi. Kemudian uang 
Rp.16.000.000 itu tadi 25% untuk kas Desa, 25% dikembalikan kepada 
saya, dan 50% diberikan kepada pihak keluarganya. Tapi pihak mereka 
juga mengembalikan harta benda singsetan, yaitu cincin 2 gram, 
kalung 5 gram, dan uang belanja sebesar Rp.5.000.000 
7. Saudari DP (Pihak yang membatalkan peminangan) 
A. Tahun berapa terjadi pembatalan peminangan tersebut mbak? 
B. Tahun 2018 mas 
A. Apa alasan pembatalan peminangan tersebut? 
B. Saya dan dia (calon saya) dulu kan sama-sama merantau mas, lha 
diperantauan sama-sama sudah menemukan calon yang dirasa lebih 
pas. Jadi kami akirnya sepakat untuk membatalkan peminangan ini. 
 
 
Daripada nanti kalau dipaksakan rumah tangga nya jadi ndak baik, 
yasudah kami sepakat menyelesaikan ini sampai sini saja.  
A. Lalu apa mbak sudah tahu kalau membatalkan peminangan di Desa ini 
berarti harus membayar denda? 
B. Iya saya sudah tahu 
A. Lalu berapa denda yang dibebankan kepada mbak? 
B. Karena kami masing-masing sepakat untuk membatalkan peminangan, 
denda tersebut kami tanggung bersama. Jadi denda Rp.20.000.000 
dibagi dua masing-masing Rp.10.000.000. lalu denda itu semuanya 
dibelikan bahan material untuk pembangunan Desa. 
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